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KATA PENGANTAR 

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-

Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 

2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III Tahun 2024 diharapkan 

dapat memberikan gambaran keadaan dan kondisi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III secara 

terperinci atas pencapaian kinerja pada tahun 2024. 

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan 

Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan nomor 

nomor 1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian Keuangan Tahun 2024. 

Laporan Kinerja Kanwil DJP Jawa Barat III merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas 

kinerja pencapaian kegiatan-kegiatan, sasaran strategis serta visi dan misi Direktorat Jenderal 

Pajak pada Tahun Anggaran 2024. LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan 

alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban 

kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, LAKIN merupakan alat kendali dan alat pemacu 

peningkatan kinerja unit organisasi.  

Penyusunan laporan kinerja yang berisi pertanggungjawaban dan berbagai capaian kinerja yang 

telah dilaksanakan dalam tahun 2024, diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai 

media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara 

internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran pegawai Kanwil DJP Jawa Barat III untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi di masa mendatang. 

 

 

  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat  
Jenderal Pajak Jawa Barat III 
 
 
 
 
 
 
 
Ditandatangani secara elektronik 
Romadhaniah 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Dalam rangka mendukung visi pemerintah dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024, yaitu 

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong 

Royong. Kemenkeu memiliki tugas strategis berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2015, 

yaitu sebagai pengelola fiskal yang berwenang dalam penyusunan kebijakan fiskal dan kerangka 

ekonomi makro. Sebagai bagian dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kanwil DJP Jawa Barat III 

sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas melaksanakan analisis, 

penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan 

tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Barat III menyelenggarakan fungsi: 

a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang 

perpajakan;  

b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;  

c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan 

pencapaian target penerimaan pajak;  

d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor 

Wilayah;  

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, 

pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, 

pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;  

f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan 

bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan; 

g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak 

h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;  

i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan; 

j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan 

k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, 

sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan 

internal. 
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Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJP Jawa Barat III tidak terlepas dari visi dan 

misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan penerimaan negara 

dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah. Sehubungan dalam rangka 

mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, telah ditandatangani 

kontrak kinerja yang berisi sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap 

sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran 

dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 11 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama 

(IKU) beserta targetnya. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, secara keseluruhan kinerja 

Kanwil DJP Jawa Barat III sudah baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 

109,76. Nilai tersebut meningkat dari NKO tahun 2023 yaitu sebesar 107,46, tahun 2022 sebesar 

110,55, tahun 2021 sebesar 106,48 dan tahun 2020 sebesar 97,99. 

Pada sisi pengelolaan anggaran, Kanwil DJP Jawa Barat III telah merealisasikan penyerapan DIPA 

TA 2024 untuk semua jenis belanja sebesar Rp 17.753.558.828,00 atau 98.53% dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 18.071.778.000,00. Pagu anggaran yang digunakan berasal dari pagu revisi 

terakhir yang telah dikurangi dari self blocking pada perjalanan dinas sesuai dengan Surat 

Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024. Penyerapan DIPA TA 

2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 4.02% dibanding penyerapan anggaran 

tahun 2023. Kenaikan ini disebabkan salah satunya karena terdapat belanja modal berupa 

pembangunan rumah dinas 3 unit. 

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus dalam berbagai aspek. Berbagai 

keberhasilan kinerja yang telah dicapai akan terus ditingkatkan sehingga dapat mengantarkan 

Kanwil DJP Jawa Barat III mewujudkan visi DJP untuk menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan 

Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara. 
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BAB I  
Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap 

tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pajak menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024. Penyusunan 

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas 

Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014), dan Nota Dinas Biro Perencanaan dan 

Keuangan nomor nomor 1263/SJ.1/2024 tentang Penyusunan LAKIN Kementerian 

Keuangan Tahun 2024. 

 

Penyusunan LAKIN ini sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian 

target Tahun Anggaran 2024. LAKIN mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan 

alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III menuju terwujudnya good 

governance, sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat 

di satu sisi, serta LAKIN merupakan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja 

unit organisasi. 

Permasalahan utama (strategic issues) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 

III selama tahun 2024 seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus 

berlangsung adalah sebagai berikut. 

1. Penerimaan pajak pada sektor dominan tidak tumbuh sesuai perkiraan; 

2. Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto belum mencapai target yang 

ditetapkan dan Proyeksi perencanaan kas belum dapat memprediksi penerimaan 

secara akurat (minim deviasi); 

3. Penerimaan pajak pada sektor dominan tidak tumbuh sesuai perkiraan; 

4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terkait dengan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya; 

5. Banyaknya Wajib Pajak yang gagal komitmen; 

6. Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak masih rendah; 

7. Peningkatan Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan  yang belum Optimal; 

8. Masih terdapat WP yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran masa; 

9. Rendahnya komitmen dan ability to pay Wajib Pajak/Masih terdapat WP yang tidak 

memenuhi komitmennya; 
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10. Realisasi Penerimaan dari PKM  yang  masih rendah; 

11. Usulan pemeriksaan dari DSPP RBP sebagai tindak lanjut kegiatan pengawasan masih 

rendah Metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang tidak memenuhi prosedur 

dan/atau tidak sesuai standar pengujian sebagaimana diatur dalam ketentuan, dan 

Persentase Penyelesaian Penilaian belum Tepat Waktu serta Realisasi Penerimaan 

dari hasil kegiatan penilaian belum optimal; 

12. Objek sita yang rendah dari kualitas maupun kuantitas, bahan baku pemeriksaan 

bukti permulaan, penyidikan dan kolaborasi yang belum optimal, dan resistensi Wajib 

Pajak dalam kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan serta 

keterlambatan penyelesaian proses penyidikan sehingga menghambat capaian 

tingkat efektivitas penegakan hukum; 

13. Masih terdapat permohonan keberatan dan non keberatan, melampaui jangka waktu 

penyelesaian sesuai IKU; 

14. Masih terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan objek Banding/Gugatan 

Wajib Pajak; 

15. Persentase realisasi pencairan potensi pajak LHA masih rendah; 

16. Elemen/struktur data ILAP yang dibutuhkan belum terpenuhi sebagaimana tertera 

dalam PMK dan PKS; 

17. Proses bisnis, disiplin pegawai, kode etik, dan kode perilaku masih belum sepenuhnya 

dipahami oleh pegawai; 

18. Kurangnya integritas dari pegawai; 

19. Perhatian yang kurang dari pegawai terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko dan 

Mitigasi Risiko; dan 

20. Penyerapan anggaran yang tidak optimal. 

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 

Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka 

itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, 

jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif 

dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban atas segala proses tindakan yang 

dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas instansi pemerintah. 

Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good 

governance. 

Kanwil DJP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kanwil DJP mempunyai tugas melaksanakan 

analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta 

pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  
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Tugas 

Kanwil DJP Jawa Barat III sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas 

melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian 

kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 184/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 

Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III menyelenggarakan 

pembinaan terhadap Kantor Pelayanan Pajak dengan memberikan bimbingan, masukan, 

evaluasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan unit kerja sesuai dengan ketentuan dan 

mengurangi timbulnya risiko yang berdampak buruk terhadap unit kerja masing-masing. 

Berbagai kebijakan juga dirumuskan untuk mengurangi kompleksitas permasalahan yang 

muncul selama proses transformasi dan pertumbuhan organisasi. Implementasi 

pembinaan pegawai yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat III salah satunya melalui 

program Internalisasi Corporate Value (ICV). Pembinaan dan pengembangan kompetensi 

pegawai juga dilakukan melalui kegiatan rapat Pembinaan maupun In House Training 

(IHT) bagi para pegawai.  

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Barat III menyelenggarakan fungsi: 

1. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di 

bidang perpajakan;  

2. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;  

3. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan 

pencapaian target penerimaan pajak;  

4. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab 

Kantor Wilayah;  

5. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, 

pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, 

pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;  

6. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, 

pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang 

perpajakan; 

7. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, 

dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan 

pajak; 

8. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;  

9. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan; 
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10. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan  

11. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, 

tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan 

kepatuhan internal. 

 

Selanjutnya, untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut di atas, maka sebagai 

pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 disusunlah 

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III Tahun 

Anggaran 2023. Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

terhadap pencapaian kinerja Kanwil DJP Jawa Barat III pada tahun 2024 dan menjadi 

motivasi untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2025. 
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Struktur Organisasi  

Struktur organisasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III meliputi berbagai unit dan jabatan 

untuk mendukung pelaksanaan tugas perpajakan di wilayah tersebut. Meskipun struktur 

pasti dapat berubah, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III terdiri dari unit-unit sebagai 

berikut. 

 

1. Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, 

advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan 

internal, rumah tangga, dan tata usaha. Bagian Umum terdiri atas: 

a. Subbagian Kepegawaian; 

b. Subbagian Keuangan; 

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan 

d. Subbagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal. 

 

2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan  

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, 
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melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, 

melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut 

pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan 

melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah. Bidang Data dan Pengawasan 

Potensi Perpajakan terdiri atas: 

• Seksi Data dan Potensi; 

• Seksi Bimbingan Pengawasan; dan 

• Seksi Dukungan Teknis dan Komputer. 

 

3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian 

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan 

bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, 

melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis 

ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan 

rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan 

Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, 

dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, 

melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, 

pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi 

dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan 

pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru. Bidang Pendaftaran, 

Ekstensifikasi, dan Penilaian terdiri atas: 

a. Seksi Bimbingan Pendaftaran; 

b. Seksi Bimbingan Ekstensifikasi; dan 

c. Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan. 

 

4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan 

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, 

melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, 

melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, 

melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan 

pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, 

melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional 

Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor 

Wilayah (peer review), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan 

kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi 

kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi 

penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang 

perpajakan. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terdiri atas: 

a. Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan; 
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b. Seksi Bimbingan Penagihan; 

c. Seksi Intelijen; dan 

d. Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan. 

 

5. Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat 

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas 

melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, 

konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama 

perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan 

pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah. Bidang 

Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: 

a. Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen; 

b. Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi; dan 

c. Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. 

 

6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan 

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan 

pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau 

pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau 

pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan 

pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi 

dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan 

proses gugatan. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri atas: 

a. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I; 

b. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II; 

c. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III; dan 

d. Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan IV. 

Selain itu, pada Kanwil DJP Jawa Barat III terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang 

terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota. Adapun komposisi jumlah pegawai yang 

dimiliki pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 

148 orang dengan rincian laki-laki yang berjumlah 96 orang dan perempuan yang 

berjumlah 52 orang. 

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

nomor PMK Nomor 206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan salah satu unit 

vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 
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Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-210/PMK.01/2017 

tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-167/PJ/2018 tanggal 

08 Juni 2018 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terhitung sejak hari Senin, 1 Oktober 2018, 

terdapat penambahan Unit Vertikal Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat III yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor.  

Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-146/PJ/2021 tanggal 15 

April 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-

28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terhitung sejak hari Senin, 24 Mei 2021, 

terdapat perubahan Unit Vertikal Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah 

DJP Jawa Barat III menjadi sebagai berikut:  

1. Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor  

2. Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bekasi; 

3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor;  

4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong;  

5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi; 

6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi;  

7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis; 

8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Sawangan; 

9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara;  

10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat; dan 

11. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede. 

Unit Vertikal di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III tersebut memiliki wilayah 

kerja masing-masing yang digambarkan dengan peta wilayah sebagai berikut. 
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C. Sistematika Laporan 

 

Sistematika penyajian LAKIN Kanwil DJP Jawa Barat III tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

 

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang 

akan dicapai beserta hasil capaiannya. 

 

BAB I. Pendahuluan 

 

Pada bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN 

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama 

(strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi; tugas, fungsi, dan struktur 

organisasi; serta sistematika pelaporan. 

BAB II. Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai perencanaan strategis dan 

penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. 

BAB III. Akuntabilitas Kinerja  

a. Capaian Kinerja Organisasi  

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan 

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil yang diperoleh. 

b. Realisasi Anggaran 

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah 

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian 

Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN. 

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah 

dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi 

pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, 

penggunaan/pemanfaatan aset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU. 

d. Kinerja Lain – Lain 

Pada subbab ini diuraikan penghargaan dan inovasi yang ada di Kanwil DJP 

Jawa Barat III selama tahun 2024. 

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan 

organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.  
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BAB IV. Penutup 

Pada bab ini diuraikan narasi penutup atas capaian dari kinerja selama tahun 

2024. 
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BAB II  
Perencanaan Kinerja 

 

A. Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk 

menetapkan strategi serta menentukan prioritas dalam mengalokasikan sumber daya 

yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya. Hal-hal yang ingin diwujudkan Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dalam periode lima tahun mendatang tertuang dalam Renstra Tahun 

2020 – 2024. Mengulik sejarahnya, penyusunan renstra di DJP telah dimulai pada tahun 

2008 dan pada periode Renstra Tahun 2020 – 2024 ini merupakan dokumen renstra 

keempat yang telah dimiliki DJP. 

 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai 

bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk 

jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020 - 2024 yang telah 

ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-389/PJ/2020 memuat 

visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, 

kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP terhitung mulai 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 

 

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020 - 2024 mengacu pada dokumen-dokumen 

perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024, Rencana 

Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat 

pada RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu agenda 

pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): 

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. 

Dukungan DJP dalam Renstra Kemenkeu meliputi: 

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 

2. Penerimaan negara yang optimal. 

3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. 

Secara umum, Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat: 

1. Profil DJP. 

2. Visi dan Misi DJP serta Nilai-nilai Kementerian Keuangan. 

3. Arah Kebijakan Kementerian Keuangan. 

4. Arah Kebijakan DJP 

5. Sasaran Strategis dan Target Kinerja. 

6. Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan. 
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Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan Rencana Strategis DJP kepada 

seluruh stakeholders, telah disusun peta strategi Kanwil DJP Jawa Barat III sebagai berikut. 

 

Peta strategi DJP merujuk pada gambaran atau kerangka kerja yang digunakan oleh DJP 

untuk mencapai tujuan jangka panjangnya dalam pengelolaan dan pemungutan pajak di 

Indonesia. Peta strategi ini sering kali mencakup berbagai elemen yang mendukung visi 

dan misi DJP, termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperbaiki sistem 

administrasi perpajakan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Peta 

strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari 

berbagai perspektif. Setiap perspektif pada peta strategi terdiri dari sejumlah Sasaran 

Strategis (SS). SS merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, 

dihasilkan atau dicapai organisasi. 

 

Secara umum, peta strategi mencakup 4 (empat) perspektif yaitu: 

1. Perspektif Stakeholder 

Perspektif Stakeholder mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi 

untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder. 

Stakeholder (pemangku kepentingan) merupakan pihak internal maupun eksternal 

yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau 

outcome dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan organisasi secara 

langsung 

2. Perspektif Customer 

Perspektif Customer mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi 

untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan organisasi terhadap customer. 

Customer (pengguna layanan) merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan 

output atau pelayanan suatu organisasi 
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3. Perspektif Internal Process 

Perspektif Internal Process mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan 

melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta 

menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain). 

4. Perspektif Learning and Growth 

Perspektif Learning and Growth mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi 

ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang 

seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna 

menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer 

dan stakeholder 

 

Peta strategi ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh upaya DJP terfokus 

pada pencapaian tujuan strategis, seperti meningkatkan kepatuhan pajak, menekan 

tingkat kebocoran pajak, dan memodernisasi sistem perpajakan di Indonesia. 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kanwil DJP Jawa Barat III tidak terlepas dari visi 

dan misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu dengan tugas pokoknya mengamankan 

penerimaan negara dari sektor pajak yang mampu menunjang pembiayaan pemerintah 

 

Visi Direktorat Jenderal Pajak 

 

Sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, visi DJP adalah: 

 

“Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan 

Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, 

Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: 

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 

Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan” 

 

Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi tujuan menghimpun penerimaan negara 

memiliki kewajiban untuk memenuhi target penerimaan pajak. DJP menjadi mitra dalam 

menjalin hubungan kerja sama yang setara dengan seluruh stakeholder. DJP 

mendapatkan 8 kepercayaan tinggi menyelenggarakan administrasi perpajakan untuk 

memenuhi komitmen kepada stakeholder. Sejalan dengan itu, harapan pemangku 

kepentingan internal dan eksternal adalah dengan terwujudnya layanan berbasis 

teknologi yang mendukung administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 

Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berintegritas dijalankan dengan 

pemberian perlakuan perpajakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang 

berlaku. Penyelenggaraan administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi Wajib Pajak 

berupa perlakuan adil sesuai dengan tingkat kepatuhan (Compliance Risk Management), 

perlakuan adil dalam mendapatkan kepastian hukum dan pelayanan, serta adanya 
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transparansi hak dan kewajiban Wajib Pajak. Sementara itu, penyelenggaraan 

administrasi perpajakan yang berkeadilan bagi pegawai DJP berupa pelaksanaan 

transparansi pengelolaan sumber daya manusia (pola mutasi, karir, kompensasi dan 

kinerja) maupun penegakan aturan kepegawaian yang konsisten. 

 

Misi Direktorat Jenderal Pajak 

 

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 

Indonesia;  

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, 

edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan  

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang 

adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan 

bermotivasi. 

Sebagai wujud dukungan Direktorat Jenderal Pajak terhadap peningkatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, DJP menyiapkan perumusan regulasi yang selaras dan tidak 

tumpang tindih. Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, upaya pelayanan yang 

berkualitas oleh DJP diwujudkan melalui alur layanan yang efektif, hemat waktu dan 

memberikan kepastian waktu penyelesaian. Selain itu, penerapan penegakan hukum 

yang adil baik bagi Wajib Pajak maupun bagi petugas diharapkan dapat ikut 

meningkatkan kepatuhan. DJP memastikan semua aspek dalam penyelenggaraan 

administrasi perpajakan didukung dengan teknologi, proses bisnis, organisasi dan 

sumber daya manusia yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. 

Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan 

target kinerja. 

Nilai-Nilai 

Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya 

dalam mengabdi, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian 

Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian 

Keuangan. Pelaksanaan 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan menjadi 10 

(sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu: 

Nilai-Nilai Makna Kaidah Perilaku Utama 

Integritas Dalam berpikir, berkata, berperilaku, 

dan bertindak, Pimpinan dan seluruh 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Keuangan 

melakukannya dengan baik dan 

Bersikap jujur, tulus dan 

dapat dipercaya;  
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Nilai-Nilai Makna Kaidah Perilaku Utama 

benar serta selalu memegang teguh 

kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Menjaga martabat dan 

tidak melakukan hal-hal 

tercela. 

Profesionalisme Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Keuangan 

melakukannya dengan tuntas dan 

akurat berdasarkan kompetensi 

terbaik dan penuh tanggung jawab 

dan komitmen yang tinggi. 

Memiliki keahlian dan 

pengetahuan yang luas; 

 

Bekerja dengan hati 

Sinergi Pimpinan dan seluruh Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Keuangan memiliki 

komitmen untuk membangun dan 

memastikan hubungan kerjasama 

internal yang produktif serta 

kemitraan yang harmonis dengan 

para pemangku kepentingan, untuk 

menghasilkan karya yang bermanfaat 

dan berkuaIitas. 

Memiliki sangka baik, 

saling percaya, dan 

menghormati; 

 

Menemukan dan 

melaksanakan solusi 

terbaik. 

Pelayanan Berpikir, berkata, berperilaku, dan 

bertindak, Pimpinan dan seluruh 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Keuangan 

melakukannya dengan baik dan 

benar serta selalu memegang teguh 

kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Melayani dengan 

berorientasi pada 

kepuasan pemangku 

kepentingan; 

 

Bersikap proaktif dan 

cepat tanggap. 

Kesempurnaan Berpikir, berkata, berperilaku, dan 

bertindak, Pimpinan dan seluruh 

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Kementerian Keuangan 

melakukannya dengan baik dan 

benar serta selalu memegang teguh 

kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

Melakukan perbaikan 

terus-menerus 

 

Penetapan Tujuan dan Arah Kebijakan 

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi: 
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1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 

2) Penerimaan negara yang optimal; 

3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas; 

4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel 

dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan 

5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. 

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan 

Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 

2020 - 2024 yaitu:  

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;  

2) Penerimaan negara yang optimal; dan 

3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.  

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 

(lima) tahun ke depan. Tujuan yang ingin dicapai Kanwil DJP Jawa Barat III adalah ikut 

menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak guna menunjang kemandirian 

9 pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat 

efektivitas yang tinggi. 

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda 

prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian 

Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut: 

1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan 

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiscal yang sehat dan 

berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif 

2) Penerimaan negara yang optimal 

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah 

penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

3) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 

a. Organisasi dan SDM yang optimal 

b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi 

c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah 

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 

2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:  

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB 

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. 

DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak 

nasional.  
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b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system) 

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem 

administrasi perpajakan yang terintegrasi. 

 

Indikator Kinerja 

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi maka digunakan indikator 

kinerja. Capaian keberhasilan Kanwil DJP Jawa Barat III diukur melalui indikator berikut:

  

No Nama IKU  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Persentase realisasi penerimaan 

pajak  
100% 100% 100% 100% 100% 

2 

Indeks realisasi pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi perencanaan kas 

- - - 100 100 

3 
Persentase realisasi penerimaan 

pajak effort 
100% - -   

4 
Persentase pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto 
100% - -   

5 

Persentase realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto 

- 100% 100% - - 

6 

Persentase tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh 

Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi 

78% - - - - 

7 

Persentase capaian tingkat 

kepatuhan penyampaian SPT 

Tahunan PPh Wajib Pajak Badan 

dan Orang Pribadi 

- 100% 100% 100% 100% 

8 

Persentase tingkat pencapaian 

pertumbuhan WP PP 23 yang 

melakukan pembayaran 

100% - -   

9 

Persentase  tingkat pencapaian 

pertumbuhan WP Non PP 23 

yang melakukan pembayaran 

100% - -   
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No Nama IKU  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

10 

Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari kegiatan Pengawasan 

Pembayaran Masa (PPM) 

- 100% 100% 100% 100% 

11 

Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari kegiatan Pengawasan 

Kepatuhan Material (PKM) 

- 100% 100% 100% 100% 

12 
Persentase efektivitas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan 
81% 67% 67% - - 

13 

Persentase perubahan perilaku 

lapor dan bayar atas kegiatan 

edukasi dan penyuluhan 

- - - 70% 74% 

14 

Indeks kepuasan pelayanan, 

efektivitas penyuluhan dan 

kehumasan 

- - - - 100 

15 
Indeks efektivitas penyuluhan, 

pelayanan, dan kehumasan 
 79 80 81 - 

16 

Persentase tindak lanjut 

pengaduan pelayanan 

perpajakan tepat waktu 

100% - -   

17 
Persentase pengawasan 

pembayaran masa 
- 90% 90% 90% 90% 

18 

Persentase penyelesaian 

permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan 

100% 100% 100% 100% 100% 

19 

Efektivitas pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil 

DJP tepat waktu  

- - - - 100% 

20 
Persentase nilai ketetapan 

dibayar pada tahun berjalan  
30% 37.5% 40% - - 

21 
Tingkat efektivitas pemeriksaan 

dan penilaian 
- - - 80% 100% 

22 

Tingkat efektivitas penegakan 

hukum, penagihan, dan 

kolaborasi 

- - - 90% 90% 

23 
Persentase Penyelesaian 

Penegakan Hukum  
68% 100% - - - 
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No Nama IKU  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

24 

Persentase Penyelesaian dan 

Hasil Kolaborasi Penegakan 

Hukum  

- - 100% -  

25 
Persentase penagihan aktif 

dengan pencegahan  
100% - - -  

26 Efektivitas Penagihan - 70% 75% - - 

27 

Persentase penyelesaian 

pengajuan keberatan tepat 

waktu 

75% 75% 77% - - 

28 

Persentase SK Keberatan dan 

Non Keberatan yang tidak 

diajukan upaya hukum 

selanjutnya 

60% - - - - 

29 

Persentase penyelesaian 

keberatan dan non-keberatan 

tepat waktu 

- - - 80% 86.5% 

30 

Persentase penanganan upaya 

hukum yang efektif 

  

- 60% 60% 60% 63% 

31 
Persentase Penyediaan Data 

Potensi Perpajakan 
100% 100% 100% - - 

32 
Persentase produksi analisis 

potensi pajak 
- 100% 100% - - 

33 

Persentase produksi Laporan 

Hasil Analisis (LHA) data 

perpajakan dan penyediaan data 

potensi perpajakan 

- - - 100% 100% 

34 
Persentase penghimpunan data 

regional dari ILAP  
- - - 55% 55% 

35 
Implementasi budaya Kemenkeu 

Satu di wilayah 
-   90% - 

36 
Persentase pegawai yang 

memenuhi standar jam pelatihan 
85% - - - - 

37 
Tingkat Pemenuhan Unit Kerja 

terhadap Kriteria Zona Integritas 
100% - - - - 
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No Nama IKU  
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi 

38 
Persentase Pegawai yang 

Memenuhi Standar Kompetensi 
- - 85% 87% - 

39 Tingkat kualitas kompetensi SDM -    90 

40 Indeks Penilaian Integritas Unit - 100 100 100 100% 

41 

Persentase Efektivitas Dialog 

Kinerja Organisasi dan Rencana 

Mitigasi Risiko yang selesai 

dijalankan 

90% 90% 90% 90% - 

42 

Indeks efektivitas implementasi 

manajemen kinerja dan 

manajemen risiko 

- - - - 90 

43 
Persentase Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran 
95% 95.5% 95.5% - - 

44 
Indeks kinerja kualitas 

pelaksanaan anggaran  
- - - 

100 

 (95.5%) 
100 

 Total IKU 20 20 20 20 20 

 

Rencana Kinerja 

Penyusunan rencana kinerja untuk tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangkan 

Rencana Strategis DJP 2020-2024 dan Rencana Kerja DJP untuk tahun 2024. Berikut 

adalah rincian terkait hal tersebut. 

Kode 

IKU 
Indikator Kinerja Utama 2024 

Renstra/Renja yang menjadi 

Komponen IKU 2024 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

 

1b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 

pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

kas 

 

2a-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 

Badan dan Orang Pribadi 
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Kode 

IKU 
Indikator Kinerja Utama 2024 

Renstra/Renja yang menjadi 

Komponen IKU 2024 

2b-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 

kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material 

(PKM) 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan 

bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 
  

4b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas 

penyuluhan dan kehumasan 

Indeks kepuasan publik atas 

layanan DJP 

 

Indeks efektivitas 

penyuluhan dan kehumasan 

 

Indeks efektivitas ekosistem 

kehumasan 

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa Persentase penambahan WP 

hasil ekstensifikasi 

 

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum pajak 

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan 

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum pajak 

6b-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu  
  

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 

 

 

  

7b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, 

penagihan, dan kolaborasi 

Tingkat efektivitas 

pengawasan dan penegakan 

hukum perpajakan 

8a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-

keberatan tepat waktu 
  

8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang 

efektif 

Persentase jumlah putusan 

yang mempertahankan objek 
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Kode 

IKU 
Indikator Kinerja Utama 2024 

Renstra/Renja yang menjadi 

Komponen IKU 2024 

banding/gugatan di 

pengadilan pajak 

9a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis 

(LHA) data perpajakan dan penyediaan data 

potensi perpajakan 

  

9b-N Persentase penghimpunan data regional dari 

ILAP  
  

10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM Tingkat kualitas kompetensi 

SDM 

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit   

10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen 

kinerja dan manajemen risiko 
  

11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran  Persentase kualitas 

pelaksanaan anggaran 

 

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan 

Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP 

merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari 

Menteri Keuangan 

 

Perjanjian Kinerja Kanwil DJP Jawa Barat III berpedoman pada Visi dan Misi Presiden, 

Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja. Dari peta strategis yang ada, 

terdapat 11 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama 

(IKU) sebanyak 20 IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan 

dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. 

 

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal 

selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam 

pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, 

RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang 

dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan 

Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan. 

 

Perjanjian Kinerja Kanwil DJP Jawa Barat III untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 
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Kode 

SS/IKU 
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Target 2024 

Stakeholder Perspective (30%) 

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak  100% 

1b-N 
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 
100 

Customer Perspective (20%) 

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

2a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 
100% 

2b-CP 

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian 

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang 

Pribadi 

100% 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

3a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan 

Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) 
100% 

Internal Process Perspective (25%) 

4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif 

4a-CP 
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan penyuluhan 
74% 

4b-N 
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan 

dan kehumasan 
100% 

5 Pengawasan pembayaran masa 

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 

6a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas 

data dan/atau keterangan 
100% 

6b-N 
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib 

Pajak Kanwil DJP tepat waktu  
100% 

7 Penegakan hukum yang efektif 
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Kode 

SS/IKU 
Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Target 2024 

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100% 

7b-CP 
Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan 

kolaborasi 
90% 

8 Penanganan upaya hukum yang efektif  

8a-CP 
Persentase penyelesaian keberatan dan non-

keberatan tepat waktu 
86.5% 

8b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif 63% 

9 Data dan Informasi yang berkualitas  

9a-N 
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data 

perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan 
100% 

9b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP  55% 

Learning and Growth Perspective (25%) 

10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM 90 

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 100% 

10c-N 
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja 

dan manajemen risiko 
90 

11  Pengelolaan keuangan yang akuntabel 

11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran  100 
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Terdapat adendum Perjanjian Kanwil DJP Jawa Barat III Tahun 2024 dikarenakan adanya 

perubahan Manual IKU 2024 dengan rincian perubahan target dan trajectory Indikator 

Kinerja Utama sebagai berikut. 

Sasaran 

Strategis/ 

Indikator 

Kinerja 

Utama 

Sebelum Menjadi 

Q1 Q2 
Smt. 

I 
Q3 

s.d. 

Q3 
Q4 Y Q1 Q2 

Smt. 

I 
Q3 

s.d. 

Q3 
Q4 Y 

Indeks 

Penilaian 

Integritas 

Unit 

- - - - - 100 100 - - - 85 85 100 100 

 

Dari sisi pembiayaan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian strategis yang 

dijabarkan dalam indikator kinerja utama dibiayai dari DIPA TA 2024 Nomor SP DIPA -

015.04.2.020561/2024 sebesar Rp.16.751.113.000,00. 
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BAB III  
Akuntabilitas Kinerja 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi  

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 300/KMK.01/2022 tentang 

Manajemen Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tahapan 

implementasi Manajemen Kinerja adalah Evaluasi Kinerja. Pelaksanaan evaluasi kinerja 

meliputi evaluasi kinerja organisasi dan evaluasi kinerja pegawai. Dalam tahapan Evaluasi 

Kinerja, terbagi menjadi 3 output, yaitu Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja 

Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3), dan Predikat Kinerja 

Organisasi. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu 

organisasi yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot 

perspektif. 

 

Untuk mendapatkan NKO, perhitungan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. 

1. Raw Data 

Merupakan sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam 

satuan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). 

2. Realisasi IKU 

Merupakan hasil perhitungan raw data berdasarkan formula dalam manual IKU. 

3. Indeks Capaian IKU 

Merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan 

memperhitungkan polarisasi IKU 

4. Nilai Sasaran Strategis 

Merupakan nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan 

memperhitungkan bobot IKU 

5. Nilai Perspektif 

Merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) 

perspektif 

6. Nilai Kinerja Organisasi 

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau 

seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategi. 
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Perkembangan NKO Kanwil DJP Jawa Barat III dari tahun 2020 sampai dengan tahun 

2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik berikut: 

 

Secara keseluruhan, NKO Kanwil DJP Jawa Barat III mencapai 109,76. Pada tahun 2024, 

dari 20 IKU Kanwil DJP Jawa Barat III berstatus hijau seluruhnya. Rincian capaian Kinerja 

Kanwil DJP Jawa Barat III Tahun 2024 dapat diketahui pada tabel NKO di bawah ini. 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

  Indikator Kinerja 

Utama 

Target Reali-sasi Pol V/C 
Bobot 

IKU 

Bobot 

Tertim-bang 

Indeks 

Capaian 

 

 

Stakeholder Perspective            30.00% 101.76  

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 101.76  

1a-CP 
Persentase realisasi 

penerimaan pajak 
100.00% 100.35% Max E/L 26% 57.78% 100.35  

1b-N 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak 

bruto dan deviasi 

proyeksi 

perencanaan kas 

100.00 103.69 Max P/L 19% 42.22% 103.69  

Customer Perspective            20.00% 101.90  

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 103.13  

2a-CP 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

100.00% 100.32% Max E/L 26% 57.78% 100.32  

2b-CP 

Persentase capaian 

tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT 

100.00% 106.97% Max P/L 19% 42.22% 106.97  

97.99

106.48

110.55

107.46
109.76

90

95

100

105

110

115

2020 2021 2022 2023 2024
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Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

  Indikator Kinerja 

Utama 

Target Reali-sasi Pol V/C 
Bobot 

IKU 

Bobot 

Tertim-bang 

Indeks 

Capaian 

 

 

Tahunan Wajib Pajak 

Badan dan Orang 

Pribadi 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 100.68  

3a-CP 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM) 

100.00% 100.68% Max E/M 21% 100.00% 100.68  

Internal Process Perspective            25.00% 118.17  

4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif  113.70  

4a-CP 

Persentase 

perubahan perilaku 

lapor dan bayar atas 

kegiatan edukasi dan 

penyuluhan 

74.00% 88.80% Max E/M 21% 50.00% 120.00  

4b-N 

 Indeks kepuasan 

pelayanan, efektivitas 

penyuluhan dan 

kehumasan 

100.00% 107.39% Max E/M 21% 50.00% 107.39  

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif  120.00  

5a-CP 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran masa 

90.00% 118.46% Max P/M 14% 100.00% 120.00  

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 117.55  

6a-CP 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan atas data 

dan/atau keterangan 

100.00% 118.87% Max P/M 14% 50.00% 118.87  

6b-N 

Efektivitas 

Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Kanwil DJP 

tepat waktu 

100.00% 116.23% Max P/M 14% 50.00% 116.23  
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Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

  Indikator Kinerja 

Utama 

Target Reali-sasi Pol V/C 
Bobot 

IKU 

Bobot 

Tertim-bang 

Indeks 

Capaian 

 

 

7 Penegakan hukum yang efektif 120.00  

7a-CP 

Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan dan 

Penilaian 

100.00% 120.00% Max P/M 14% 42.42% 120.00  

7b-CP 

Tingkat Efektivitas 

Penegakan Hukum, 

Penagihan dan 

Kolaborasi 

90.00% 109.03% Max P/L 19% 57.58% 120.00  

8 Penanganan Upaya Hukum yang efektif 117.75  

8a-CP 

Persentase 

penyelesaian 

keberatan dan non 

keberatan tepat 

waktu 

86.50% 98.93% Max P/M 14% 40.00% 114.37  

8b-N 

Persentase 

penanganan upaya 

hukum yang efektif 

63.00% 85.12% Max E/M 21% 60.00% 120.00  

9 Data dan Informasi yang berkualitas 120.00  

9a-N 

Persentase produksi 

Laporan Hasil Analisis 

(LHA) data 

perpajakan dan 

penyediaan data 

potensi perpajakan 

100.00% 120.00% Max P/M 14% 42.42% 120.00  

9b-N 

Persentase 

penghimpunan data 

regional dari ILAP 

55.00% 75.25% Max P/L 19% 57.58% 120.00  

Learning & Growth Perspective            25.00% 117.22  

10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif  114.44  

10a-N 
Tingkat Kualitas 

Kompetensi SDM 
90.00 113.65 Max P/M 14% 33.33% 120.00  

10b-N 
Indeks Penilaian 

Integritas Unit 
100.00% 112.67 Max P/M 14% 33.33% 120.00  

10c-N 

Indeks Efektivitas 

Implementasi 

Manajemen Kinerja 

90.00 99.63 Max P/M 14% 33.33% 110.70  
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Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

  Indikator Kinerja 

Utama 

Target Reali-sasi Pol V/C 
Bobot 

IKU 

Bobot 

Tertim-bang 

Indeks 

Capaian 

 

 

dan Manajemen 

Risiko  

11 

Pengelolaan 

keuangan yang 

akuntabel           

  120.00  

11a-CP 

Indeks kinerja 

kualitas pelaksanaan 

anggaran 

100.00 120.00 Max P/M 14% 100.00% 120.00  

Nilai Kinerja Organisasi 109.76  

 

 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 24% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 21.48% 43.47% 43.47% 67.80% 67.80% 100.35% 100.35% 

Capaian 89.50 86.94 86.94 90.40 90.40 100.35 100.35 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan 

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; 

serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan 

 

• Definisi IKU 

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto 

dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah 

Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). 

 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 

melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang 

Stakeholder Perspective 

SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 
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asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah 

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. 

 

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target 

penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan 

perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan. 

 

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang 

didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan 

Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP 

yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan 

Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. 

 

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP 

lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun 

diadministrasikan di KPP baru. 

 

• Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak  x 100% 
Target penerimaan pajak 

 

• Realisasi IKU 

Capaian Realisasi Penerimaan Pajak 

 
sumber: appportal 

 

Realisasi penerimaan neto Kanwil DJP Jawa Barat III periode s.d 31 Desember 

2024 mencapai Rp 32 triliun (100,35% dari target APBN 2024) dengan 
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pertumbuhan 8,9% yoy. Adapun realisasi restitusi sebesar Rp 2,29 triliun (tumbuh 

+40% yoy). 

 

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan neto nasional periode s.d. 31 

Desember 2024 mencapai Rp 1.930,81 triliun (100,46% dari target APBN 2024) 

dengan pertumbuhan 3,4% yoy. Adapun realisasi restitusi nasional sebesar Rp 

265,67 triliun (tumbuh +18,8%). Sehingga, jika dibandingkan penerimaan neto 

nasional, maka penerimaan neto Kanwil DJP Jawa Barat III masih di bawah 

nasional. 
Penerimaan per Jenis Pajak Tahun 2024 

Dari  sisi  jenis  pajak,  mayoritas  jenis  pajak  utama  tumbuh  lebih  baik  

dibandingkan  tahun sebelumnya  dengan realisasi sejumlah jenis pajak utama 

menunjukkan pertumbuhan positif, di antaranya: PPN Dalam Negeri (+8,8% yoy), 

PPh Pasal 21 (+18,5% yoy), dan PPh Pasal 25/29 Badan (+5,1% yoy). 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak 

89,35% 95,48% 118,58% 102,61% 100,35% 
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak 

100% - 100% 100,35% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 
100% 100% 100,35% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja 

Beberapa hal yang telah dilakukan sehingga menunjang keberhasilan untuk 

melampaui target penerimaan pajak adalah sebagai berikut. 

1. Menyelenggarakan In House Training tentang Peningkatan Pemahaman, 

Kesadaran dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI). 

2. Melakukan monitoring atas proyeksi penerimaan secara mingguan. 

3. Monitoring Kegiatan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) di KPP. 

4. Mendorong kegiatan kolaborasi dengan KPP. 

5. Monitoring dan evaluasi kinerja penerimaan KPP dalam rangka memastikan 

KPP telah menindaklanjuti data SP2DK dan STP yang telah dibuat. 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan 

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan  

mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis 

data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan 

administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien. 

2. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki.  
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3. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran 

yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai. 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang 

telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:  

1. Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan 

dengan memandankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

2. Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan 

menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan 

yang dilakukan lebih terarah. 

3. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan 

dengan mendukung pembaruan sistem inti administrasi perpajakan.  

4. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah 

khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan 

perpajakan. 

• Analisis atas kendala yang dihadapi  

Penerimaan pajak pada sektor dominan tidak tumbuh sesuai perkiraan. 

Penyebabnya adalah Kurangnya pengawasan atas kepatuhan pembayaran Wajib 

Pajak dan Masih rendahnya penguasaan pegawai atas proses bisnis sektor 

dominan. 

• Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan 

memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti 

misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan 

maupun penerima manfaat 

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social 

Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain: 

1. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek 

pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.  

2. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas 

seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi 

insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.  

3. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi 

kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring 

pengaman sosial. 

• Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan 

dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, 

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem 

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan 

dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:  
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1. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur 

hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan 

terhadap perubahan iklim.  

2. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang 

dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.  

3. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung 

pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.  

4. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah 

terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program 

bantuan langsung tunai. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Monitoring dan evaluasi secara intensif dan komprehesif atas pengawasan 

kepatuhan pembayaran melalui aplikasi DMP dan DRM  dan pemantauan 

tindaklanjutnya. 

• Bimbingan teknis penggalian potensi sektor dominan tertentu nasional dan 

regional serta monitoring dan evaluasi tindaklanjut (produk hukum dan produk 

pengawasan) kegiatan tersebut. 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Realisasi 109.42 109.98 109.98 104.46 104.46 103.69 103.69 

Capaian 109.42 109.98 109.98 104.46 104.46 103.69 103.69 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui 

penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan 

Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; 

serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan 

 

 

 

Stakeholder Perspective 

SS Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal 

IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi 

erencanaan kas 
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• Definisi IKU 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan 

kas terdiri dari 2 komponen, yaitu: 

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto 

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui 

dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional  dengan bobot komponen 

sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen 

sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat 

diperhitungkan adalah maksimal 120%. 

 

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu 

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak 

bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen . 

 

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu 

ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun 

berjalan dikalikan 100 persen. 

 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) 

adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi 

dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 

100 persen. 

 

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) 

adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi 

dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 

100 persen. 

 

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak 

melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata 

uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah 

Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP 

baru. 

 

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja 

Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan 

penyesuaian dalam hal:  
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1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan 

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu 

unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan 

2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal 

ini  Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa 

berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal 

Pajak). 

 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak 

Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu 

unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan 

terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit 

kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut: 

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama 

merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama 

pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama 

di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja 

lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode 

sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO); 

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru 

merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit 

kerja baru baru pada suatu periode dengan  realisasi penerimaan pajak 

periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar 

pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan 

akhir periode. 

 

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak 

Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib 

Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan 

Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, 

adalah sebagai berikut: 

a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal 

merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal 

pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang 

sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit 

kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal  

periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai 

berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait; 

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan 

merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit 

kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak 
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periode yang sama di   tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah 

terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang 

mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai 

berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan 

akhir periode. 

 

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas 

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi 

dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan 

perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan 

PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan. 

 

Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) 

kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam 

pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat 

ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. 

Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan 

IKU.  

 

Penerimaan Kas 

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) 

yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan 

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) 

yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.  

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi 

antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu 

waktu tertentu ≤ 8%.  

 

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan 

kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing. 
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• Formula IKU 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak bruto 

dan deviasi proyeksi 

perencanaan 

penerimaan kas 

= 

(50% x indeks capaian Persentase realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto)  

+  

(50% x indeks capaian Persentase deviasi 

akurasi perencanaan penerimaan kas) 

 

 

• Realisasi IKU 

Pada tahun 2024, realisasi penerimaan bruto Kanwil DJP Jawa Barat III sebesar 

Rp34.289.034.087.154. Persentase pertumbuhan realisasi penerimaan bruto 

tersebut mencapai 10.54% terhadap realisasi penerimaan bruto tahun 2023. 

Bersamaan dengan hal tersebut, diketahui bahwa persentase pertumbuhan 

untuk Kanwil DJP Jawa Barat III sebesar 110,54% sedangkan persentase 

pertumbuhan nasional sebesar 105,26%, sehingga capaian IKU realisasi 

pertumbuhan penerimaan pajak bruto Kanwil DJP Jawa Barat adalah 107,37%. 

 

Pada tahun 2024, realisasi IKU Deviasi proyeksi perencanaan kas Kanwil DJP 

Jawa Barat III sebesar 100%. Besaran deviasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 

2023 sebesar 4,14%. 

 

Sehingga, realisasi capaian IKU Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan 

deviasi proyeksi peerencanaan kas tahun 2024 Kanwil DJP Jawa Barat III telah 

melebihi target, yaitu sebesar 103,69. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks 

realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan 

pajak bruto 

dan deviasi 

proyeksi 

perencanaan 

kas 

   112,61 103,69 
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks 

realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan 

pajak bruto 

dan deviasi 

proyeksi 

perencanaan 

kas 

- - 100 103,69 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Indeks realisasi 

pertumbuhan 

penerimaan pajak 

bruto dan deviasi 

proyeksi 

perencanaan kas 

100 - 103,69 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

1. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang Perhitungan prognosa kepada 

Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data. 

2. Melakukan monitoring atas proyeksi penerimaan secara mingguan. 

3. Monitoring Kegiatan Pengurangan Sanksi Administrasi (PSA) di KPP. 

4. Mendorong kegiatan kolaborasi dengan KPP. 

• Kendala yang dihadapi 

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto belum mencapai target yang 

ditetapkan dan proyeksi perencanaan kas belum dapat memprediksi penerimaan 

secara akurat (minim deviasi). Penyebabnya adalah belum optimalnya 

pengawasan pegawai atas sektor usaha yang pertumbuhan penerimaan pajak 
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bruto di bawah ekspektasi dan belum optimal sinergi antarseksi di KPP dalam 

menghitung prognosa penerimaan kas bulanan. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Bimbingan teknis penggalian potensi sektor dominan tertentu nasional dan 

regional serta monitoring dan evaluasi tindaklanjut (produk hukum dan produk 

pengawasan) kegiatan tersebut. 

• Monitoring dan evaluasi oleh tim LO atas deviasi prognosa  penerimaan bulanan 

per KPP. 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

Target 24% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 21.55% 47.05% 47.05% 69.53% 69.53% 100.32% 100.32% 

Capaian 89.79 94.10 94.10 92.71 92.71 100.32 100.32 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun 

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian 

penerimaan pajak yang optimal 

 

• Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 

(PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP 

melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan 

Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. 

 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan 

pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan 

telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota 

dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase 

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM). 

Customer Perspective 

SS Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi 

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 
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Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak 

hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke 

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota 

dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 

• Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM  x 100% 
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM 

 

• Realisasi IKU 

Kinerja penerimaan neto ditopang oleh penerimaan PPM sebesar Rp29,62 triliun 

yang berkontribusi 92,57% dari total penerimaan (capaian 100,32% dari target). 

 
 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak dari 

kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran 

Masa (PPM) 

 94,69% 120,22% 103,96% 100,32% 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 
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Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak dari 

kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran 

Masa (PPM) 

100% - 100% 100,32% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengawasan 

Pembayaran Masa 

(PPM) 

100% 100% 100,32% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

1. Menurunkan dan mengawasi tindakanjut pemanfaatan data pembayaran atas 

jenis Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 (Badan/OP), dan PPNDN ke KPP. 

2. Melakukan monitoring atas prognosa penerimaan harian. 

3. Menurunkan dan melakukan monev data DIPA instansi pemerintahan desa ke 

KPP. 

• Kendala yang dihadapi  

Penerimaan pajak pada sektor dominan tidak tumbuh sesuai perkiraan. Hal ini 

disebabkan karena Kurangnya pengawasan atas kepatuhan pembayaran Wajib 

Pajak dan Masih rendahnya penguasaan pegawai atas proses bisnis sektor 

dominan. 
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6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Monitoring dan evaluasi secara intensif dan komprehensif atas pengawasan 

kepatuhan pembayaran melalui aplikasi DMP, tindaklanjut dengan mengingatkan WP 

baik secara formal (STP dan surat teguran) maupun secara informal (visit/telpon). 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 60.00% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

Realisasi 90.76% 104.92% 104.92% 104.64% 104.64% 106.97% 106.97% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 116.27 116.27 106.97 106.97 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun 

berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian 

penerimaan pajak yang optimal. 

 

• Definisi IKU 

1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP 

Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan 

PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP 

Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan 

memperhatikan kualitas waktu; 

2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak, yang meliputi: 

a. SPT 1771 dan SPT 1771$  yang dilaporkan oleh Badan; 

b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi; 

3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib 

SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan 

dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan 

PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 

2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). 

4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi 

dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai 

kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, 

Customer Perspective 

SS Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi 

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 
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joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan 

(Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-

9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau 

tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil 

kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi 

dan Penilaian. 

5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam 

pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka 

waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP. 

6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 

adalah sebagai berikut: 

a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh 

Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib 

Pajak Wajib SPT yang  menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan 

pembobotan 1,2; 

b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain 

oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target 

Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1. 

7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit 

Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian 

berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut; 

8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang 

menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta 

Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan 

melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. 

 

• Formula IKU 

 
 

• Realisasi IKU 

Definisi persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh 

WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan 

PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan 

dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.  

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak, yang meliputi: 

1. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan; dan 

2. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi. 
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SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT 

adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan 

Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain 

Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak 

termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh). 

 

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada 

Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas KPDJP berdasarkan jumlah 

WP Wajib SPT pada unit tersebut. Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III 

diberikan target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan sebanyak 785.545 dan 

realisasi penerimaan SPT sebesar 106,97% dengan indeks capaian 106.97. 

 

Tabel Capaian IKU Penyampaian SPT Tahunan Normal pada Tahun 2024 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

capaian 

tingkat 

kepatuhan 

penyampaian 

SPT Tahunan 

Wajib Pajak 

Badan dan 

Orang Pribadi 

 96,07% 101,05% 100,05% 106,97% 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 
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Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

capaian 

tingkat 

kepatuhan 

penyampaian 

SPT Tahunan 

Wajib Pajak 

Badan dan 

Orang Pribadi 

- - 100% 106,97% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase capaian 

tingkat kepatuhan 

penyampaian SPT 

Tahunan Wajib 

Pajak Badan dan 

Orang Pribadi 

100% - 106,97% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

1. Melakukan publikasi melalui media online dan offline tentang Kewajiban 

Penyampaian SPT dan Pemadanan Data NIK-NPWP. 

2. Mengoptimalkan momen bulan Maret (WP OP) & April (WP Badan) dengan 

memperbanyak “extra miles” kegiatan pelayanan (kegiatan di luar kantor atau 

di luar jam kerja). 

3. Mengoptimalkan kelebihan LDK bentuk Pojok Pajak pada lokasi strategis untuk 

meningkatkan awareness publik pada momen Lapor SPT Tahunan dan 

menunjukkan kehadiran DJP dalam mendapatkan dukungan masyarakat 

(menjaga kepatuhan perpajakan). 

4. Optimalisasi Pojok Pajak di Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan melalui 

koordinasi dengan Pihak Pengelola Lokasi untuk memobilisasi para tenant dan 

pekerja yang ada di lokasi, serta membantu publikasi keberadaan Pojok Pajak. 
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5. Melakukan sosialisasi dan asistensi tentang kewajiban perpajakan dan tata 

cara penyampaian SPT Tahunan untuk WP Badan dan WP Orang Pribadi dan 

Pemadanan Data NIK-NPWP untuk WP Orang Pribadi. 

• Kendala yang dihadapi  

Kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terkait dengan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut. 

1. Banyaknya virtual office dan Wajib Pajak (WP) hit and run 

2. Banyaknya Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai WP baru yang tidak 

memenuhi syarat subjektif dan objektif WP 

3. Implementasi Coretax yang belum optimal 

4. Wajib Pajak membutuhkan waktu untuk adaptasi dengan aplikasi coretax 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Meningkatkan publikasi ajakan Lapor SPT Tahunan dengan cara memperbanyak 

konten dan titik publikasi sesuai ketersediaan anggaran. 

• Memperbanyak kelas edukasi terkait penerbitan bukti potong untuk WP Pemberi 

Kerja dan kelas edukasi pelaporan SPT Tahunan 

• Memperbanyak kegiatan extra miles, yaitu Layanan Di luar Kantor dan kegiatan Di 

Kantor tetapi di luar jam kerja. 

• Menurunkan tim asistensi coretax kanwil ke KPP 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 20.92% 34.64% 34.64% 50.77% 50.77% 100.68% 100.68% 

Capaian 83.68 69.28 69.28 67.69 67.69 100.68 100.68 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak 

lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum 

atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan. 

 

 

 

Customer Perspective 

SS Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi 

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 
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• Definisi IKU 

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 

beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui 

nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi 

Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. 

 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan 

pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan 

telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota 

dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase 

Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan 

Material (PKM). 

 

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak 

hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke 

Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota 

dinas Direktur Jenderal Pajak. 

 

• Formula IKU 

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM  x 100% 
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM 

 

• Realisasi IKU 

Kinerja penerimaan neto ditopang oleh penerimaan PKM sebesar Rp 2,38 triliun 

yang berkontribusi 7,43% dari total penerimaan (capaian 100,68% dari target). 

 
 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

realisasi 
 109,40% 107,31% 87,35% 100,68% 
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penerimaan 

pajak dari 

kegiatan 

Pengujian 

Kepatuhan 

Material 

(PKM) 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

realisasi 

penerimaan 

pajak dari 

kegiatan 

Pengujian 

Kepatuhan 

Material 

(PKM) 

100% - 100% 100,68% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase realisasi 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

Pengujian 

Kepatuhan Material 

(PKM) 

100% 100% 100,68% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

1. Memastikan KPP menindaklanjuti LHA Kanwil yang telah diturunkan. 

2. Melakukan pengawasan atas mutu SP2DK dan LHP2DK yang dibuat oleh KPP. 
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3. Menyajikan dan melakukan monev progres Quick Win secara berkala 

(Mingguan). 

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya 

Untuk mendukung pencapaian kinerja atas IKU Persentase realisasi penerimaan 

pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), salah satu upaya 

efsiensi yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat III adalah melalui 

pembentukan Tim Monev Tahun 2024. 

• Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian 

pernyataan kinerja 

Dilakukan monev progres Quick Win secara berkala. 

• Kendala yang dihadapi  

Banyaknya Wajib Pajak yang gagal komitmen yang disebabkan ability to pay  yang 

rendah karena data yang dipergunakan untuk PKM merupakan data tahun lama 

(bukan data yang terkini) 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindaklanjut SP2DK dan LHP2DK  sampai 

dengan komitmen hingga Wajib Pajak membayar.   

• Usul pemeriksaan untuk data berkualitas yang belum dibayarkan Wajib Pajak. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi atas data asset tracing dan lelang atas barang 

sitaan terkait pencairan tunggakan pajak. 

• Kolaborasi dengan PPNS sejak awal tahun. 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

Realisasi 22.21% 83.29% 83.29% 87.68% 87.68% 88.80% 88.80% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan 

dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian 

Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, 

tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

Internal Process Perspective 

SS Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif 

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan 
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Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk 

penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka 

membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

 

• Definisi IKU 

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi 

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun 

non pemerintah. 

 

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta 

meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan 

intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk 

paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

 

 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku  

 

Sub IKU Kegiatan 

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan 

edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan 

penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja. 

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh 

melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak 

menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan 

penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU. 

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi 

kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.  

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah 

maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan. 

 

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh 

masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan 

minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan 

tahun 2023. 
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Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana 

kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan 

penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan 

persetujuan. 

 

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT 

mandiri.  

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi 

perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, 

komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai 

DSPT tema II. 

 

Sub IKU Perubahan Perilaku 

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai 

berikut. 

1. Perubahan Perilaku Pelaporan 

a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau 

b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo. 

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi 

edukasi yang disampaikan. 

2. Perubahan Perilaku Pembayaran 

a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak 

jatuh tempo; 

b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo; 

c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan; 

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, 

Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi 

Perpajakan Tahun 2024 

• Formula IKU 

IKU EP = 
{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku 

Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)} 

 

• Realisasi IKU 

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi  

perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun 

non pemerintah.  

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta 

meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan 
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intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk 

paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu: 

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak 

2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak 

3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku 

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III memperoleh capaian IKU Persentase 

perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 

sebesar 88.80% dari target sebesar 74.00% dengan Indeks Capaian 120.00. 

Tabel Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

perubahan 

perilaku 

lapor dan 

   84% 88,80% 
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bayar atas 

kegiatan 

edukasi dan 

penyuluhan 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

perubahan 

perilaku lapor 

dan bayar atas 

kegiatan 

edukasi dan 

penyuluhan 

- - 74% 88,80% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase 

perubahan perilaku 

lapor dan bayar 

atas kegiatan 

edukasi dan 

penyuluhan 

74% - 88,80% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan edukasi perpajakan pada 

setiap akhir bulan melalui aplikasi sisuluh. Membuat tabel monitoring realisasi 

kegiatan edukasi perpajakan setiap bulan. 

2. Memastikan seluruh unit kerja melaksanakan kegiatan yang direncanakan 

sehingga target dapat terpenuhi. Mendorong Kanwil dan KPP untuk 

melaksanakan kegiatan edukasi perpajakan yang sudah direncanakan agar 

realisasi dapat tercapai diatas target tiap semester. 
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3. Mengawasi kelengkapan administrasi Manajemen Pelaksanaan Kegiatan 

Edukasi Perpajakan (MPKP) pada aplikasi sisuluh terhadap kegiatan yang telah 

dilakukan. Mendorong Kanwil dan KPP untuk melaksanakan MPKP dengan 

benar dan lengkap untuk memastikan kegiatan dapat diakui di aplikasi 

Mandor-DJP. 

4. Melakukan pemantauan perubahan perilaku terhadap wajib pajak yang 

dilakukan edukasi tema III. Menyampaiakan data Wajib Pajak peserta kegiatan 

edukasi perpajakan tema III kepada KPP terkait untuk dilakukan pengawasan 

perubahan perilaku bayar dan/atau lapor. Data yang dimaksud adalah data 

Wajib Pajak yang telah mengikuti edukasi perpajakan tema III perubahan 

perilaku, baik one on one maupun one to many. 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam bentuk kunjungan kerja tiap 

semester (*IKI). Melakukan kunjungan kerja ke KPP dalam rangka monitoring, 

evaluasi, menerima saran masukan, dan kendala yang dihadapi untuk 

perbaikan pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan. 

• Kendala yang dihadapi 

Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak masih rendah. 

Penyebabnya adalah edukasi dilaksanakan tidak berdasar segmentasi/sectoral, 

Tindak lanjut penyelesaian DSET Kolaboratif belum maksimal, dan Kompetensi 

penyuluh masih perlu ditingkatkan. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Meningkatkan frekuensi kelas pajak dengan segmen Wajib Pajak peternakan, 

kripto, dan sektor lainnya. 

• Berkoordinasi dengan Pemberi kerja, tax center, dan asosiasi dalam meningkatkan 

kehadiran wajib pajak di kelas pajak. 

• Monitoring dan evaluasi DSET Kolaboratif dapat ditindaklanjuti. 

• Meningkatkan produksi konten melalui media sosial, televisi, radio, dan kanal 

youtube, yang berkolaborasi dengan Bagian/Bidang, KPP, serta pihak ketiga 

• Mengusulkan Bimtek untuk meningkatkan kompetensi penyuluh/asisten penyuluh. 

 

 

 

  

Internal Process Perspective 

SS Edukasi, Pelayanan, dan Kehumasan yang Efektif 

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 
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1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 5.00 5.00 10.00 5.00 15.00 85.00 100.00 

Realisasi 6.03 6.31 12.34 18.00 18.00 89.39 107.39 

Capaian 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 105.16 107.39 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan 

dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian 

Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, 

tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. 

Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk 

penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka 

membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. 

 

• Definisi IKU 

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam  

pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif 

pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan 

stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat 

DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. 

 

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan 

unit kerja vertikal sebagai berikut. 

1. Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas 

pelayanan yang diberikan oleh KPP. 

2. Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi 

perpajakan yang dilakukan oleh KPP. 

3. Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh 

Kanwil DJP. 

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan 

Masyarakat. 

 

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui 

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama 

dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas 

Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. 

Survei tersebut mengukur: 
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1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;  

2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 

3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% 

dan survei nasional tahunan DJP 85%. 

 

• Formula IKU 

Indeks Kepuasan Pelayanan, 

Efektivitas Penyuluhan dan 

Kehumasan 

= Indeks Hasil Survei 

 

• Realisasi IKU 

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam 

pencapaian  Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif 

pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas 

penyuluhan dan kehumasan. Survei tersebut mengukur antara lain: 

1. tingkat kepuasan pengguna layanan DJP; 

2. tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan 

3. tingkat efektivitas kehumasan perpajakan 

Hasil survei kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan penyuluhan, dan 

kehumasan Kanwil DJP Jawa Barat III pada tahun 2024 menunjukkan capaian IKU 

yang diperoleh Kanwil DJP Jawa Barat III sebesar 107.39% dari target sebesar 

100.00%, dengan Indeks Capaian 107.39. 

Tabel Capaian Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan penyuluhan, dan 

kehumasan  
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4. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks 

Kepuasan 

Pelayanan, 

Efektivitas 

Penyuluhan 

dan 

Kehumasan 

    107,39 

 

5. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks 

Kepuasan 

Pelayanan, 

Efektivitas 

Penyuluhan 

dan 

Kehumasan 

100 - 100 107,39 

 

6. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Indeks Kepuasan 

Pelayanan, 

Efektivitas 

Penyuluhan dan 

Kehumasan 

100 - 107,39 
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7. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

1. Memastikan KPP & penyelenggara Survei Efektivitas Edukasi di Kanwil telah 

memahami ruang lingkup survei dan menyediakan sarana survei, seperti QR 

code dan bahan publikasi yang perlu diketahui WP Calon Responden di tiap 

loket TPT. 

2. Memastikan KPP memenuhi jumlah responden sesuai batas waktu survei 

Triwulan I, II, dan III, serta mulai menghimpun data calon responden untuk 

survei pada Triwulan IV yang dilakukan oleh Kantor Pusat. 

3. Meningkatkan layanan perpajakan, edukasi dan kehumasan melalui layanan 

saluran komunikasi lain seperti media sosial, telepon, email dan chat 

Whatsapp yang disediakan Kanwil dan KPP. 

4. Disediakan survei untuk penyuluhan dan pelayanan. 

• Kendala yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya peningkatan Edukasi, Pelayanan, 

dan Kehumasan. Hal ini diketahui bahwa berdasarkan hasil survei 2024 masih 

terdapat Wajib Pajak yang belum teredukasi dan pelayanan yang tidak sesuai 

dengan standar pelayanan. 

    

8. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Membuat Nota Dinas Kakanwil terkait penjabaran kebijakan atas strategi edukasi, 

pelayanan, dan kehumasan, serta penguatan komitmen secara berkala. 

• Memperbanyak kegiatan penyuluhan dengan sasaran Wajib Pajak yang lebih 

terarah baik oleh KPP atau Kanwil. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan 

secara berkala ke KPP.  

• Mengevaluasi informasi pengaduan yang diterima dan memastikan tindak lanjut 

telah dilakukan oleh unit yang diadukan (Kanwil atau KPP terlapor) menuju "zero 

complain" . 

 

 

 

  



   
 

LAPORAN KINERJA 2024 66 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

Realisasi 120.00% 120.00% 120.00% 107.36% 107.36% 118.46% 118.46% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 119.29 119.29 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan 

ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan 

Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal. 

 

• Definisi IKU 

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan 

terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang 

terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan 

di tahun 2024). 

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi: 

• Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis 

Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan 

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase 

Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data 

Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.; dan 

• Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). 

Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 

adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya 

Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan 

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak 

Lainnya (Berbasis Kewilayahan) 

  

Internal Process Perspective 

SS Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif 

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa 
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• Formula IKU 

Persentase pengawasan 

pembayaran masa 
= 

(50% x Persentase pengawasan pembayaran 

masa Wajib Pajak Strategis)  

+  

(50% x Persentase pengawasan pembayaran 

masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis 

Kewilayahan)) 

 

• Realisasi IKU 

Pada tahun 2024, diketahui bahwa Kanwil DJP Jawa Barat III berhasil mencapai 

realisasi pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan 

dengan masing-masing persentase sebesar 120.00% dan 117.26% sehingga 

didapatkan realisasi PPM sebesar 118.46% dengan target sebesar 90%. Kanwil DJP 

Jawa Barat III mendapatkan capaian IKU sebesar 120.00. 

Capaian IKU Pengawasan Pembayaran Masa 

sumber: aplikasi mandor 

1. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran 

masa 

 111,11% 105,29% 111,81% 118,46% 
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2. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran 

masa 

90% - 90% 118,46% 

 

3. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase 

pengawasan 

pembayaran masa 

90% - 118,46% 

 

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

1. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut DSE serta melakukan uji petik atas DSE 

yang tidak terbit NPWP. 

2. Melakukan monitoring terhadap capaian IKU Persentase Pengawasan 

Pembayaran Masa melalui aplikasi mandor. 

3. Melakukan Pengawasan atas penerbitan STP dan Tindaklanjut Data Perpajakan. 

4. Melakukan pengawasan atas penetapan target kuantitas dan SP2DKE 

Outstanding IKU Penambahan WP Hasil Ekstensifikasi. 

5. Melakukan Pengawasan atas Penyusunan Daftar Sasaran Prioritas 

Ekstensifikasi (DSPE). 

6. Melakukan pengawasan penambahan Wajib Pajak Baru Hasil Tindak Lanjut 

DSE. 

7. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis pemanfaatan aplikasi botsol dan AI 

Intelijen. 

8. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis CRM SR BI. 

9. Melakukan pengawasan atas penerimaan perpajakan dari WP Instansi 

Pemerintah. 
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• Kendala yang Dihadapi 

Masih terdapat WP yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran masa, 

penyebabnya adalah pengawasan pembayaran masa yang kurang intens oleh 

aktor pengawasan. 

 

5. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Pengawasan bulanan atas tindaklanjut data pembayaran dan pelaporan masa. 

• Pengawasan tindaklanjut penerbitan STP. 

• Mengirimkan daftar nominatif untuk dinamisasi PPh Pasal 25 dan memantau 

tindaklanjutnya. 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi - 102.01% 102.01% 112.82% 112.82% 118.87% 118.87% 

Capaian - 102.01 102.01 112.82 112.82 118.87 118.87 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data 

berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat 

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk 

mendorong kepatuhan sukarela. 

  

Internal Process Perspective 

SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif 

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau Keterangan 
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• Definisi IKU 

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu 

kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan 

kewajiban perpajakannya. 

 

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi: 

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis 

(bobot 50%) 

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis 

merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam 

melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan 

analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil 

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib 

Pajak Strategis. 

 

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas 

Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen: 

A. Komponen Penelitian (40%); 

B. Komponen Tindak Lanjut (60%). 

 

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya 

(Kewilayahan) (Bobot 50%) 

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis 

Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan 

Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan 

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan 

penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan 

Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP 

Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur 

dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu 

dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk 

meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan 

kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan 

pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan 
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berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data 

Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data 

konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa 

penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui 

sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.  

 

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau 

keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan 

capaian dua komponen: 

A. Komponen Kuantitas (40%) 

B. Komponen Kualitas (60%) 

 

• Formula IKU 

Persentase penyelesaian 

permintaan penjelasan 

atas data dan/atau 

keterangan 

= 

(50% x Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan 

Wajib Pajak Strategis)  

+  

(50% x Persentase penyelesaian permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan 

Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)) 

 

• Realisasi IKU 

Selama tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III mampu merealisasikan IKU 

Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) 

sebesar 120.00% untuk P4DK Strategis dan 138.73% untuk P4DK Kewilayahan 

117.62%. Dari realisasi tersebut diperoleh capaian IKU P4DK sebesar 118.87% 

dengan rincian sesuai tabel di bawah ini 
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Capaian Persentase penyelesaian permintaan penjelasaan atas data 

dan/atau keterangan Strategis 

 

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data 

dan/atau keterangan WP Kewilayahan 

 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan 

atas data 

dan/atau 

keterangan 

109,67% 112,54% 115,04% 120% 118,87% 
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan 

atas data 

dan/atau 

keterangan 

100% - 100% 118,87% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase 

penyelesaian 

permintaan 

penjelasan atas 

data dan/atau 

keterangan 

100% - 118,87% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

1. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut DPP dan SP2DK Outstanding. 

2. Melakukan pemantauan DPP mingguan dengan meminta kepada KPP agar 

menindaklanjuti data hasil monitoring data DPP Mingguan. 

3. Menyajikan dan melakukan monev progres Quick Win secara berkala. 

4. Melakukan penyusunan dan review penetapan Daftar Prioritas Pengawasan 

Semester I dan II. 

5. Melakukan penurunan Dafnom SP2DK outstanding sebagai target P4DK. 

6. Melakukan penetapan nilai minimal realisasi LHP2DK dan Potensi akhir usul 

pemeriksaan. 
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7. Melakukan pengawasan atas penetapan target P4DK oleh KPP. 

8. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis IKU P4DK, Pemanfaatan AI, dan ALK 

untuk peningkatan kualitas LHP2DK. 

9. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis optimalisasi pemanfaatan aplikasi 

approweb. 

10. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis CRM SR BI. 

11. Melaksanakan Uji Petik Penyelesaian DPP periode tahun sebelumnya. 

• Kendala yang Dihadapi 

Rendahnya komitmen dan ability to pay Wajib Pajak/masih terdapat WP yang 

tidak memenuhi komitmennya. Penyebabnya adalah penentuan Daftar Prioritas 

Pengawasan Rekomendasi dan Pengusulan DPP Mandatory yang belum tepat. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Meningkatkan kualitas review penetapan Daftar Prioritas Pengawasan 2025 

• Kolaborasi dengan PPNS sejak awal tahun 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 120.00% 120.00% 120.00% 97.40% 97.40% 116.23% 116.23% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 97.40 97.40 116.23 116.23 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data 

berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat 

mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk 

mendorong kepatuhan sukarela. 

 

 

Internal Process Perspective 

SS Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif 

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 
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• Definisi IKU 

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam 

rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan 

komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku 

pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan. 

 

Komponen 1 

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%) 

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang 

disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas 

rekapitulasi dan hasil reviu atas Laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan 

Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut 

Laporan KKWP. 

Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian: 

1. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi 

pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada 

bulan Januari tahun berjalan; 

2. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi 

evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan 

pada bulan April tahun berjalan; 

3. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi 

evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan 

pada bulan Juli tahun berjalan; dan 

4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi 

evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan 

pada bulan Oktober tahun berjalan. 

 

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil 

DJP. 

 

Dalam penyampaian laporan pelaksaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. 

Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil 

DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP. 

 



   
 

LAPORAN KINERJA 2024 76 

 

Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada 

saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan 

Penerimaan. 

 

Komponen 2 

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) 

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakaan untuk mengukur aktivitas 

inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum 

pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang 

diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja 

pada aplikasi Mandor.  Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP. 

 

Komponen 3 

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 

Pemeriksaan (bobot 30%) 

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib 

Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana 

dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau 

perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau 

perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif 

 

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial 

Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan 

memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. 

 

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi 

Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 januari 2024.  

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi 

pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya 

instruksi pemeriksaan. 

 

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku 

Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi 

antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate. 

 

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari 

pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi 

portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal 

tahun) 

 

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP. 
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• Formula IKU 

Efektivitas Pengelolaan 

Komite Kepatuhan 

Wajib Pajak Kanwil DJP 

tepat waktu 

= 

30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak 

Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas 

pelaksanaan komite kepatuhan + 30% 

Persentase penyiapan bahan baku 

pemeriksaan terhadap target PKM 

Pemeriksaan 

 

• Realisasi IKU 

Selama tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III mampu merealisasikan IKU 

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu  

dengan rincian realisasi komponen Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil 

DJP tepat waktu sebesar 120%, kualitas pelaksanaan komite kepatuhan sebesar 

88,46%, dan penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM 

pemeriksaan sebesar 76,62%. Sehingga Kanwil DJP Jawa Barat III memperoleh 

capaian sebesar 116.23. 

Capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Komite 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kanwil DJP 

tepat waktu 

    116,23% 

 

  



   
 

LAPORAN KINERJA 2024 78 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Komite 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kanwil DJP 

tepat waktu 

- - 100% 116,23% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Efektivitas 

Pengelolaan Komite 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Kanwil DJP 

tepat waktu 

100% - 116,23% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

1. Menginstruksikan setiap supervisor untuk membuat 12 KKA pada setiap 

semester dalam rangka pemenuhan bahan baku pemeriksaan melalui Nota 

Dinas nomor ND-65/WPJ.33/2024 tanggal 8 Januari 2024; 

2. Memberikan feeding data CRM IRE kepada seluruh KPP dalam rangka 

pemilihan Wajib Pajak untuk diusulkan sebagai bahan baku pemeriksaan; 

3. Kanwil ikut berperan aktif dalam pembuatan KKA dalam rangka pengusulan 

bahan baku pemeriksaan untuk UP2 Kanwil dan KPP; 

4. Mengusulkan KKA yang telah dibuat oleh Supervisor dalam periode 

pengusulan pemeriksaan DSPP Kolaboratif Tahap II; 

5. Melakukan IHT terkait Analisis Usulan Pemeriksaan Wajib Pajak Grup; 

6. Mengusulkan Pemeriksaan Wajib Pajak Grup. 
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• Kendala yang Dihadapi 

Realisasi Penerimaan dari PKM yang masih rendah. Penyebabnya adalah belum 

optimalnya pengawasan terhadap tindak lanjut DSP4 untuk seluruh proses bisnis 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Monitoring dan evaluasi oleh tim LO atas pemanfaatan DSP4 yang disetujui 

kanwil melalui DRM, CRM, BI. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi atas data asset tracing dan lelang atas barang 

sitaan terkait pencairan tunggakan pajak. 

• Kolaborasi dengan PPNS sejak awal tahun. 

• Monitoring dan evaluasi penyelesaian updating profile Wajib Pajak penentu 

penerimaan di setiap AR. 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Realisasi 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, 

upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara 

objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong 

kepatuhan WP. 

 

• Definisi IKU 

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan 

nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP 

disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi 

penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan 

ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. 

 

Internal Process Perspective 

SS Penegakan Hukum yang Efektif 

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian 



   
 

LAPORAN KINERJA 2024 80 

 

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan 

penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. 

 

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, 

yaitu: 

a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan (60%) 

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu: 

1) Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data 

potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%) 

2) Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun 

berjalan (Target 100%, Bobot 25%) 

3) Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%) 

4) Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 

25%) 

5) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai 

restitusi (Target 70%, Bobot 5%) 

 

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 

dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan 

yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat 

Efektivitas Pemeriksaan. 

 

b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian (40%) 

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur 

berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. 

 

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu: 

1) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan 

2) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu. 

 

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat 

Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur 

Ekstensifikasi dan Penilaian. 

 

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat 

diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak. 
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• Formula IKU 

Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan dan 

Penilaian 

= 

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan x 60%)  

+  

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas 

Penilaian x 40%) 

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120% 

 

• Realisasi IKU 

Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

 
 

Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian 

 
 

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III telah memperoleh capaian Tingkat  

Efektivitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Penilaian sebesar 120.00% dengan 

rincian capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan sebesar 72% dan 

capaian Komponen Tingkat Evektivitas Penilaian sebesar 48%. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Tingkat 

Efektivitas 

Pemeriksaan 

dan Penilaian 

   113,10% 120% 
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat 

Efektivitas 

Pemeriksaan 

dan Penilaian 

- - 100% 120% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Tingkat Efektivitas 

Pemeriksaan dan 

Penilaian 

100% - 120% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

• Komponen 1 (60%) 
Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan: 
1. Melakukan Monitoring Percepatan Penyelesaian Pemeriksaan pada 

tanggal 20 Maret 2024 melalui Ms. Teams kepada seluruh KPP. 
2. Memberikan arahan terkait Focus Audit pada Nota Dinas nomor ND-

65/WPJ.33/2024 tanggal 8 Januari 2024. 
3. Memberikan feeding data dalam rangka memperbaiki kualitas Wajib Pajak 

yang akan diperiksa dengan memperhatikan keberadaan Wajib Pajak. 
4. Melaksanakan bimtek terkait evaluasi hasil pemeriksaan dari Direktorat 

Keberatan dan Banding dengan tujuan kesadaran untuk penguatan uji 
bukti dan penerapan langkah-langkah pemeriksaan sesuai dengan 
ketentuan formalnya. 

 

• Komponen 2 (40%) 
Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian: 
1. Menerbitkan arahan mengenai usulan penilaian untuk dilakukan tiap 

bulan melalui Nota Dinas ND-269/WPJ.33/2024 tanggal 29 Januari 2024. 
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penilaian pada tanggal 1 

April 2024. 
3. Menerbitkan Surat Perintah Penilaian dan menginput laporan Hasil 

Penilaian melalui aplikasi Appraisal. 
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4. Melaksanakan Rapat DSPPn tiap bulan. 
5. Mengadakan Kegiatan FGD Penilai dan Kepala Seksi Pemeriksaan, 

Penilaian, dan Penagihan Tentang Penatausahaan PBB P5L dan Penilaian 
Tahun 2024. 

6. Menerbitkan Nota Dinas terkait tambahan parameter penilaian agar 
usulan penilaian semakin berkualitas (ND-1589/WPJ.33/2024). 

7. Secara berkala menyampaikan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 
Penilaian kepada KPP melalui Nota Dinas. 

8. Mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Penilai Pajak agar KPP 
yang tidak punya Fungsional Penilai dapat menjalankan fungsi penilaian. 

• Analisis kendala yang dihadapi  

1. Usulan pemeriksaan dari DSPP RBP sebagai tindak lanjut kegiatan 
pengawasan masih rendah. 

2. Metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang tidak memenuhi prosedur 
dan/atau tidak sesuai standar pengujian sebagaimana diatur dalam 
ketentuan. 

3. Persentase Penyelesaian Penilaian belum Tepat Waktu. 
4. Realisasi Penerimaan dari hasil kegiatan penilaian belum optimal. 

 
Penyebabnya adalah: 

1. Belum optimal peran supervisor dalam monitoring pelaksanaan pemeriksaan; 
2. Monitoring tindaklanjut hasil kegiatan pengawasan belum optimal, sehingga 

hasil kegiatan pengawasan (yang memiliki potensi untuk diusulkan 
pemeriksaan) tidak optimal diusulkan pemeriksaan. 

3. Pengawasan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang digunakan tidak 
dilakukan secara optimal di masing-masing UP2. 

4. Kurangnya data atas Objek yang diusulkan untuk dilakukan penilaian dan 
kurangnya pemahaman dari stakeholder atas probis penilaian. 

5. Belum optimalnya atas tindak lanjut dari  laporan hasil penilaian. 
  

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Penyediaan Data Kegiatan Pengawasan (SP2DK dan LHP2DK) dan Monitoring 
SP2DK dan LHP2DK yang berpotensi diusulkan ke kegiatan pemeriksaan. 

• Pelaporan masing-masing UP2 terhadap sistem pengendalian intern dalam 
kegiatan pemeriksaan. 

• Monitoring pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan (metode, teknik, dan 
prosedur pemeriksaan) lebih detail secara periodic. 

• Monitoring progres penyelesaian tunggakan pemeriksaan secara rutin dan 
kegiatan monitoring evaluasi progres penyelesaian pemeriksaan secara periodik. 

• Melakukan rapat pembahasan dan monitoring atas pengajuan usulan DSPPn tiap 
bulan. 

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian kegiatan penilaian. 

• Melakukan pendampingan dalam tahapan proses bisnis penilaian kepada 
stakeholder. 
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1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 20.00% 40.00% 40.00% 60.00% 60.00% 90.00% 90.00% 

Realisasi 43.78% 61.11% 61.11% 70.14% 70.14% 109.03% 109.03% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 116.91 116.91 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, 

upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara 

objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong 

kepatuhan WP. 

 

• Definisi IKU 

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU 

yang mengukur seberapa efektif tindakan penegakan hukum, penagihan, dan 

kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas 

penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu: 

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan; 

2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai; 

3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu; 

4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan; 

5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum. 

 

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak 

pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses 

penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur 

utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur 

pendukung yaitu Forensik Perpajakan. 

 

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk 

mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana 

di bidang perpajakan. 

Internal Process Perspective 

SS Penegakan Hukum yang Efektif 

IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi  
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Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan 

yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi 

serta menemukan tersangkanya. 

 

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data 

Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan 

hukum tindak pidana di bidang perpajakan. 

 

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan 

Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari 

sektor perpajakan.  

 

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi 

utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

 

• Formula IKU 

 
 

• Realisasi IKU 

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III mendapatkan target dan berhasil  

merealisasikan capaian IKU dengan rincian pada tabel di bawah ini. 
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Tingkat 

Efektivitas 

Penegakan 

Hukum, 

Penagihan, 

dan 

Kolaborasi 

   107,31% 109,03% 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat 

Efektivitas 

Penegakan 

Hukum, 

Penagihan, 

90% - 90% 109,03% 
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dan 

Kolaborasi 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Tingkat Efektivitas 

Penegakan Hukum, 

Penagihan, dan 

Kolaborasi 

90% - 109,03% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

1. Profiling dari wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan 
dan penyidikan. 

2. Pencarian bahan baku kolaborasi dengan bekerja sama dengan bidang DP3 
dan PEP. 

• Analisis kendala yang dihadapi  

1. Bahan baku pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan dan kolaborasi yang 
belum optimal. 

2. Resistensi Wajib Pajak dalam kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan 
penyidikan. 

3. Objek sita yang rendah dari kualitas maupun kuantitas. 
4. Keterlambatan penyelesaian proses penyidikan sehingga menghambat 

capaian tingkat efektivitas penegakan hukum. 
 
Penyebabnya adalah: 

1. Obyek sita tidak mencukupi untuk melunasi piutang Pajak. 
2. Bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang tidak mencukupi dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 
3. Bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang tidak mencukupi dari Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 
4. Komunikasi dan koordinasi yang kurang optimal dengan pihak eksternal. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Melakukan koordinasi, pendampingan pelaksanaan penyitaan dan monitoring 
serta evaluasi atas proses penyitaan (Program Sita Bersama). 

• Kolaborasi dengan KPP untuk mendapatkan obyek sita tambahan dan percepatan 
pencairan piutang pajak. 

• Menurunkan data aset penanggung pajak. 

• Pembuatan parameter usulan pemeriksaan bukti permulaan dari KPP untuk 
ketersediaan bahan baku pemeriksaan bukti permulaan yang berkualitas. 
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• Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum (Pemeriksaan Bukti 
Permulaan, Penyidikan, Kolaborasi dan Penagihan) yang efektif dan berkualitas. 

• Pemilihan bahan penyidikan yang berkualitas.                                  

• Manajemen penerbitan Sprindik. 

• Monitoring dan percepatan penyelesaian penyidikan. 

• Melaksanakan Focus Group Discussion untuk lebih mengoptimalkan koordinasi 
dan komunikasi serta menyamakan persepsi atas peraturan penegakan hukum 
pidana perpajakan. 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 86.5% 86.5% 86.5% 86.5% 86.5% 86.5% 86.5% 

Realisasi 98.51% 98.77% 98.77% 98.66% 98.66% 98.93% 98.93% 

Capaian 113.88 114.18 114.18 114.06 114.06 114.37 114.37 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non 

keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.  

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan 

Pasal 15 UU PBB.  

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 

20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan. 

 

• Definisi IKU 

Dalam rangka mengukur efektivitas pemberian layanan terhadap Wajib Pajak, 

maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase penyelesaian 

keberatan dan non keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu: 

a. Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu dengan bobot 50% 

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini 

merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPh, PPN, 

PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB.  

 

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah 

dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan 

Internal Process Perspective 

SS Penanganan Upaya Hukum yang Efektif 

IKU Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu 
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keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal 

resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di 

SIDJP. 

 

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah 

Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 

15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan 

Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk: 

a) Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak 

Formal); 

b) Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 

PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023. 

 

b. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50% 

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama 

(IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, 

huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB. 

 

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu 

adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf 

d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) 

bulan, dihitung dari: 

a) tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d 

UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada 

Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register 

di SIDJP; 

b) tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf 

c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak 

(tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP. 

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah 

Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan 

Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk: 

a) Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan; 

b) Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan 

Ketentuan (Tolak Formal). 

 

• Formula IKU 

Persentase penyelesaian 

keberatan dan non 

keberatan tepat waktu 

= 

(Realisasi Komponen I x 50%) 

 +  

(Realisasi Komponen II x 50%) 



   
 

LAPORAN KINERJA 2024 90 

 

 

• Realisasi IKU 

 

 

Realisasi Persentase Penyelesaian Non Keberatan Tepat Waktu 

 
 

Realisasi Persentase Penyelesaian Non Keberatan Tepat Waktu 

 
 

Target penyelesaian keberatan tepat waktu untuk Kanwil DJP Jawa Barat III yaitu 

86.50%. Pada tahun 2024, Kanwil DJP Jawa Barat III memperoleh realisasi 

Penyelesaian Keberatan dan Non-Keberatan Tepat Waktu sebesar 98.93% dengan 

Indeks Capaian sebesar 114.37%. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

penyelesaian 
   93,07% 98,93% 

III. REALISASI IKU PERSENTASE PENYELESAIAN KEBERATAN DAN NON-KEBERATAN TEPAT WAKTU 

Uraian Persentase Bobot 
Nilai Pembobot

an 

Komponen I Persentase penyelesaian keberatan tepat waktu 98.11% 50% 49.06% 

Komponen II 
Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu
 (Pasal 36(1) huruf a,b,c,d UU KUP dan Pasal 20 UU 
PBB) 

99.75% 50% 49.88% 

 Persentase penyelesaian keberatan dan 
non keberatan tepat waktu 

 100% 98.93% 
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keberatan 

dan non 

keberatan 

tepat waktu 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penyelesaian 

keberatan dan 

non keberatan 

tepat waktu 

- - 86,5% 98,93% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase 

penyelesaian 

keberatan dan non 

keberatan tepat 

waktu 

86,5% - 98,93% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja 

1. Pengawasan oleh atasan langsung. 
2. Monitoring dan evaluasi pada Rapat Pembinaan Bidang KBP. 
3. Peningkatan kompetensi SDM melalui IHT, FGD, Sharing Session (internal KBP 

dan/atau Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Penilai). 
4. Permintaan Asistensi ke DKB, Dit. PP I, Dit. PP II. 
5. Pembahasan keberatan dengan Tim Pembahas Kanwil untuk keberatan kriteria 

tertentu. 
6. Penyempurnaan Parameter Matriks Bobot Permohonan 

Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi untuk penyelesaian 
permohonan Non Keberatan Pasal 36 (1) a UU KUP. 

7. Koordinasi dengan KPP terkait penyampaian dan kelengkapan berkas 
Pengajuan Keberatan dan Non Keberatan. 
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• Analisis kendala yang dihadapi  

Masih terdapat permohonan keberatan dan non keberatan, melampaui jangka 

waktu penyelesaian sesuai IKU. Penyebabnya karena kompetensi Penelaah 

Keberatan yang bervariasi mempengaruhi kecepatan waktu penyelesaian dan 

Manajemen waktu Penelaah Keberatan yang kurang optimal. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Monitoring dan evaluasi jatuh tempo permohonan keberatan dan non keberatan 
secara berkala dari atasan langsung. 

• Koordinasi dengan KPP terkait pemrosesan permohonan Keberatan dan Non 
Keberatan melalui aplikasi coretax. 

• Percepatan penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan satu bulan 
lebih awal dari jangka waktu penyelesaian sesuai IKU. 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

Realisasi 85.26% 84.68% 84.68% 86.20% 86.20% 85.12% 85.12% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non 

keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.  

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan 

Pasal 15 UU PBB.  

Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 

20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan. 

 

• Definisi IKU 

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, 

maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non 

Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu: 

Internal Process Perspective 

SS Penanganan Upaya Hukum yang Efektif 

IKU Persentase penanganan upaya hukum yang efektif 
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I. Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan 

upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80% 

Dalam menghitung persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan 

yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan: 

SK Keberatan adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan 

Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB, termasuk Surat Persetujuan 

Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk: 

a) Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak 

Formal); 

b) Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam 

PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023. 

 

SK Non Keberatan adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan 

Pasal 36 ayat (1) UU KUP, tidak termasuk: 

a) Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan; 

b) Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan 

dan Ketentuan (Tolak Formal). 

 

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum 

selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada 

periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan 

upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan 

gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan 

pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak. 

 

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah 

SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 

2023 - triwulan III tahun 2024. 

 

II. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan 

di Pengadilan Pajak dengan bobot 20% 

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek 

banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat 

Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya 

memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan 

banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode 

tertentu tersebut. 
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• Formula IKU 

 
 

• Realisasi IKU 

Target capaian IKU yang ditetapkan atas penanganan upaya hukum yang efektif 

pada  Kanwil DJP Jawa Barat III yaitu sebesar 63%. Atas target yang ditetapkan 

tersebut, Kanwil DJP Jawa Barat III mampu merealisasikan capaian sebesar 

85.12% dengan Indeks Capaian sebesar 120.00%. 

Berikut rincian penghitungan capaian IKU penanganan upaya hukum yang efektif:

 
 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

penanganan 

upaya 

hukum yang 

efektif 

 48,10% 61,24% 87,44% 85,12% 

 

  



   
 

LAPORAN KINERJA 2024 95 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penanganan 

upaya hukum 

yang efektif 

63% - 63% 85,12% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase 

penanganan upaya 

hukum yang efektif 

63% - 85,12% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja yang telah dilakukan 

a. Peningkatan kompetensi SDM melalui IHT, FGD, Rapat Pembinaan, Monev 
dan Peer Review oleh DKB; 

b. Asistensi pembuatan SUB oleh Tenaga Pengkaji DJP; 
c. Pembahasan keberatan dengan Tim Pembahas Kanwil; 
d. In House Training Penanganan Upaya Hukum yang Efektif (kolaborasi dengan 

FPP dan AR) 
e. Update database materi sengketa keberatan / Banding / Gugatan secara 

berkala; 
f. Menyampaikan informasi kepada Fungsional Pemeriksa Pajak terkait adanya 

Kapita Selekta & Case Guidance Keberatan sebagai bahan acuan pemeriksaan 
untuk menghindari sengketa berulang. 

• Analisis kendala yang dihadapi 

Masih terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan objek 

Banding/Gugatan Wajib Pajak. Penyebabnya karena kurangnya kompetensi 

Fungsional Pemeriksa dan PK terhadap pemeriksaan/penelitian formal dan 

material. 
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6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Peningkatan kompetensi SDM melalui IHT, FGD, Rapat Pembinaan, Monev dan 
Peer Review oleh DKB termasuk kolaborasi dengan FPP dan AR; 

• Pembahasan keberatan dengan Tim Pembahas Kanwil; 
 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

Realisasi 32.51% 90.81% 90.81% 108.63% 108.63% 120.00% 120.00% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk 

mendukung pengambilan keputusan. 

 

• Definisi IKU 

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan 

penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase 

produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan 

data potensi perpajakan.  

 

• Formula IKU 

 

 

 

 

  

Internal Process Perspective 

SS Data dan Informasi yang Berkualitas 

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan 

data potensi perpajakan 

(𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 (𝐿𝐻𝐴) 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛 
+ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘𝑎𝑛

2
 x 100% 
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• Realisasi IKU 

 

Capaian Persentase Produksi Laporan Hasil Analisis data perpajakan dan penyediaan 

data potensi perpajakan  

 
 

Capaian Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan  

penyediaan data potensi perpajakan Kanwil DJP Jawa Barat III sebesar 120.00%  

dengan Indeks Capaian 120.00%. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

produksi 

Laporan 

Hasil Analisis 

(LHA) data 

perpajakan 

dan 

penyediaan 

data potensi 

perpajakan 

   126,31% 120% 
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

produksi 

Laporan Hasil 

Analisis (LHA) 

data 

perpajakan 

dan 

penyediaan 

data potensi 

perpajakan 

- - 100% 120% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase 

produksi Laporan 

Hasil Analisis (LHA) 

data perpajakan 

dan penyediaan 

data potensi 

perpajakan 

100% - 120% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja yang telah dilakukan 

a. Peningkatan kompetensi SDM melalui IHT, FGD, Rapat Pembinaan, Monev 
dan Peer Review oleh DKB. 

b. Asistensi pembuatan SUB oleh Tenaga Pengkaji DJP. 
c. Pembahasan keberatan dengan Tim Pembahas Kanwil. 
d. In House Training Penanganan Upaya Hukum yang Efektif (kolaborasi dengan 

FPP dan AR) 
e. Update database materi sengketa keberatan / Banding / Gugatan secara 

berkala. 



   
 

LAPORAN KINERJA 2024 99 

 

f. Menyampaikan informasi kepada Fungsional Pemeriksa Pajak terkait adanya 
Kapita Selekta & Case Guidance Keberatan sebagai bahan acuan pemeriksaan 
untuk menghindari sengketa berulang. 
 

• Analisis kendala yang dihadapi 

Kendalanya adalah persentase realisasi pencairan potensi pajak LHA masih 

rendah. Penyebabnya adalah tidak mudah  mengumpulkan dan memetakan data 

potensi WP  konkret, valid, serta material dan LHA yang telah diterbitkan 

terlambat diusulkan DPP Mandatory/diterbitkan SP2DK. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Melakukan kolaborasi antar bidang terkait dalam penentuan segmen WP yang 
akan diterbitkan LHA. 

• Membuat tim review atas LHA yang diproduksi kanwil. 

• Menurunkan LHA lebih awal dan memonitor tindaklanjutnya. 

• Melakukan pengawasan tindaklanjut atas LHA yang telah diterbitkan 
 
 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 10% 25% 25% 40% 40% 55% 55% 

Realisasi 48.24% 45.77% 45.77% 74.05% 74.05% 75.25% 75.25% 

Capaian 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk 

mendukung pengambilan keputusan. 

 

• Definisi IKU 

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang 

bersumber dari ILAP. 

 

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor 

Internal Process Perspective 

SS Data dan Informasi yang Berkualitas 

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 
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Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan 

Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada 

periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara 

Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-

Pemerintah Daerah. 

 

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib 

disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan 

periode tahun 2023. 

 

• Formula IKU 

 
 

• Realisasi IKU 

Capaian Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP 

 
Capaian Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP sebesar 75.25% dari 

target sebesar 55.00% dengan Indeks Capaian 120%. 
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Persentase 

penghimpunan 

data regional 

dari ILAP 

   60,30% 75,25% 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Persentase 

penghimpunan 

data regional 

dari ILAP 

- - 55% 75,25% 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Persentase 

penghimpunan data 

regional dari ILAP 

55% - 75,25% 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

a. Melakukan koordinasi bersama (Bidang DP3, PEP dan P2Humas) dengan pihak 

Satker Pemda dalam rangka optimalisasi pertukaran data dan pelaksanaan 

Perjanjian Kerja Sama Tripartit (PKS). 

b. Melakukan sinergi dengan Kepala Seksi PKD KPP Pratama dalam rangka 

optimalisasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Tripartit (PKS). 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penyampaian dan kelengkapan data 

d. Untuk percepatan penerimaan data, P2Humas telah membuat dan 

menyampaikan Surat Permintaan Data ILAP ke masing-masing OPD meskipun 
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kewajiban ILAP untuk menyampaikan data ke DJP telah diatur pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan/atau PKS Tripartit. 

e. Untuk peningkatan sinergi Kanwil dan KPP, untuk pertama kalinya telah 

dilakukan Rapat Koordinasi Pemenuhan IKU Penghimpunan Data ILAP yang 

diikuti oleh Tim Kanwil (bidang PEP, DP3 dan P2Humas) dan Tim KPP (Seluruh 

Kepala Seksi PKD dan pelaksana pengampu IKU) dilakukan rapat bersama.  

f. Melakukan kunjungan ke OPD terkait dalam rangka koordinasi untuk 

pemenuhan data. Koordinasi ini sangat diperlukan dalam rangka menjalin 

hubungan kerja sama atara ILAP dan memberikan penjelasan-penjelasan 

teknis terkait elemen-elemen data yang dibutuhkan.  

g. Bekerja sama dengan Direktorat DIP, telah dilakukan Bimbingan Teknis 

Penghimpunan Data Regional, Pengenalan Portal Data Pihak Ketiga dan 

Interoperabilitas Tindak Lanjut PKS Tripartit yang diikuti oleh seluruh OPD dan 

Kepala Seksi PKD. 

• Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah elemen/struktur data ILAP yang dibutuhkan belum 

terpenuhi sebagaimana tertera dalam PMK dan PKS. Penyebabnya karena 

Struktur data ILAP berbeda dengan data yang disyaratkan dalam PMK dan PKS. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Melakukan koordinasi sejak awal tahun dengan pihak satker pemda dalam rangka 

optimalisasi pertukaran data yang berkualitas dan pelaksanaan Perjanjian Kerja 

Sama Tripartit (PKS).  

• Melakukan monitoring bulanan atas data yang disampaikan melalui aplikasi 

Coretax. 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 15.00 45.00 45.00 75.00 75.00 90.00 90.00 

Realisasi 81.00 91.98 91.98 100.36 100.36 113.65 113.65 

Capaian 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 

 

 

 

Learning and Growth Perspective 

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang  Adaptif 

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM  
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• Deskripsi Sasaran Strategis 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan 

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan 

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan berkelanjutan. 

 

• Definisi IKU 

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang 

meliputi 3 Aspek, yaitu:  

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan 

kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan 

pengembangannya 

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-

masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari 

kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. 

 

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku 

yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 

mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan 

pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh 

hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan. 

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase 

perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang 

dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling 

kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 

80%. 

 

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang 

diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 

2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah 

bagi pejabat struktural: 

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) ≤ 2 Tahun 0 Bulan (pensiun ≤ 31 

Desember 2026) 

2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di 

Jabatan baru 

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi 

adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak 
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memenuhi standar JPM ≥80% dan dilakukan pengembangan kompetensi 

manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024. 

 

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur 

berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta 

pengembangannya 

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-

masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari 

kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. 

 

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin 

dan/atau mengelola unit organisasi.  

 

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran 

kompetensi teknis sebagai berikut: 

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional  yang unit 

pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024  

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana 

umum pada Tahun 2024 

 

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan 

pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. 

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan 

pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program 

pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. 

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang 

diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 

 

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini 

adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang 

diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 

• Formula IKU 

Tingkat Kualitas 

Kompetensi SDM 
= 

(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) 

+ (Realisasi Aspek 3 x 35%) 
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• Realisasi IKU 

Pada tahun 2024, dari target sebesar 90, realisasi atas IKU Tingkat Kualitas 

Kompetensi SDM di Kanwil DJP Jawa Barat III adalah sebesar 113.65 dengan 

Indeks Capaian sebesar 120. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Tingkat 

Kualitas 

Kompetensi 

SDM 

    113,65 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Tingkat 

Kualitas 

Kompetensi 

SDM 

90 - 90 113,65 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Tingkat Kualitas 

Kompetensi SDM  
90 - 113,65 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

a. Membuat rencana IHT berdasarkan masukan dari bidang atau bagian yang 

dapat menunjang pekerjaan. 

b. Memberikan Pembekalan untuk pegawai yang akan Assessment, Uji 

Kompetensi serta persiapan pegawai yang akan mengikuti tugas belajar. 
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c. Melakukan Internalisasi materi PSIAP kepada seluruh pegawai melalui 

berbagai media, Rapat Pembinaan, MOTIVASI dan kegiatan lainnya. 

d. Menjadwalkan mentoring dari Master Trainer/Trainer/Pimpinan. 

• Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah proses bisnis, disiplin pegawai, kode etik, dan kode 

perilaku masih belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai. Penyebabnya karena 

terdapat pegawai yang masih belum paham proses bisnis, disiplin pegawai, kode 

etik, dan kode perilaku. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Membuat kegiatan internalisasi tentang pentingnya disiplin, kode etik dan kode 

perilaku kepada seluruh pegawai yang dikemas dalam kegiatan yang menarik 

seperti Team Building, dan/atau Morning Activity. 

• Membuat kegiatan Mentoring dan Transfer of Knowledge mengenai Proses bisnis 

kepada pegawai baru mutasi atau promosi. 

• Melakukan Pemantauan Kode etik dan kode perilaku dengan metode inspeksi 

mendadak, survey dan media sosial pegawai. 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target    85.00 85.00 100.00 100.00 

Realisasi    100.00 100.00 112.67 112.67 

Capaian - - - 117.65 117.65 112.67 112.67 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan 

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan 

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan berkelanjutan. 

 

• Definisi IKU 

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 

komponen utama IKU sebagai berikut: 

Learning and Growth Perspective 

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif 

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit 
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1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK. 

2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada 

responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan 

keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan. 

3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas 

Penilaian Integritas). 

 

• Formula IKU 

 
 

• Realisasi IKU 

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit 

 
Berdasarkan data dari Managerial Dashboard and Online Reporting (Mandor-DJP), 

diketahui bahwa Kanwil DJP Jawa Barat III berhasil mendapatkan realisasi hasil 

survei integritas unit sebesar 112,67 dari target yang ditetapkan sebesar 100. 
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2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks 

Penilaian 

Integritas 

Unit 

 114,80 113,20 111,97 112,67 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks 

Penilaian 

Integritas Unit 

- - 100 112,67 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Indeks Penilaian 

Integritas Unit 
100 - 112,67 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

a. Melakukan Profiling Pegawai Kanwil DJP Jawa Barat III dengan 

mengkompilasi data terkait kekayaan, riwayat jabatan, hukuman disiplin, 

media sosial sampai dengan kebiasaan sehari-hari. 

b. Meningkatkan Budaya Kerja Organisasi yang masih kurang, antara lain 

dengan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap penerapan 

disiplin, kode etik dan kode perilaku (KEKP) baik melalui tatap muka maupun 

daring, kegiatan seperti Morning Activity kepada seluruh pegawai.  

c. Penguatan Mental melalui siraman rohani dan/atau penguatan psikis. 

d. Melakukan Internalisasi Saluran Pengaduan Masyarakat terhadap Pegawai 

DJP/Kemenkeu. 
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e. Melakukan Public Campaign Penguatan Integritas dan Antikorupsi. 

f. Melaksanakan IHT Pengendalian Gratifikasi dan Tindak Pidana Korupsi. 

g. Membuat kegiatan internalisasi tentang pentingnya integritas, disiplin, kode 

etik dan kode perilaku (KEKP) kepada seluruh pegawai yang dikemas dalam 

kegiatan yang menarik seperti Team Building, Integrity Sharing dan/atau 

Morning Activity. 

• Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah kurangnya integritas dari pegawai. Penyebabnya 

karena tingginya tingkat interaksi langsung antara pegawai dengan Wajib Pajak 

dan masih adanya pegawai yang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari 

Wajib Pajak. 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

• Membuat kegiatan internalisasi tentang pentingnya integritas kepada seluruh 

pegawai yang dikemas dalam kegiatan yang menarik seperti Team Building, 

integrity sharing dan/atau Morning Activity. 

• Melakukan penilaian integritas pegawai  melalui survei kepada wajib pajak secara 

acak dan berkala. 

• Melakukan Profiling  pegawai dengan mengkompilasi data terkait kekayaan, 

riwayat jabatan, hukuman disiplin, media sosial dan kebiasaan sehari-hari. 

• Melakukan cross check terhadap data pegawai yang sudah dibuatkan profilingnya. 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 23.00 47.00 47.00 70.00 70.00 90.00 90.00 

Realisasi 23.33 54.00 54.00 88.20 88.20 99.63 99.63 

Capaian 101.43 114.89 114.89 120.00 120.00 110.69 110.69 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan 

fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan 

Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang 

mendukung pertumbuhan berkelanjutan. 

Learning and Growth Perspective 

SS Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif 

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko 
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• Definisi IKU 

a. Implementasi Manajemen Kinerja 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang 

Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur 

bahwa: 

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan 

sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi.  

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, 

akuntabel, partisipatif, dan transparan.  

3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, 

struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan 

sistem informasi manajemen kinerja.  

4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, 

yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen 

kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku 

kerja pegawai selama periode tertentu. 

 

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen 

kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two 

terdiri atas: 

a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two.  

b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat 

di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi 

unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di 

bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit 

organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) 

tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-

Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh 

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. 

e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat 

di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam 

mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama. 
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Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai 

berikut: 

a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP. 

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala 

Bagian Umum. 

c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, 

Pelaporan dan Kepatuhan Internal. dan 

d. yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian. 

 

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen 

sebagai berikut: 

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja 

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada 

peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja 

diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam 

meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah 

pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.  

 

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja. dan 

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).  

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan 

disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.  

 

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja 

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas 

pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang 

telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan 

dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, 

dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran 

berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan 

capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan 

Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut 

terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota 

Dinas Direktur KITSDA. 
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Keterangan: 

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks 

kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP. 

 

b. Implementasi Manajemen Risiko 

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak 

terhadap pencapaian sasaran organisasi. 

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung 

budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat 

diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian 

sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan 

pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta 

melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.  

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah 

Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan 

Pemantauan dan Reviu. 

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk 

menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga 

mencapai Risiko Residual Harapan. 

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, 

Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. 

 

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: 

a. Administrasi dan Pelaporan 

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung 

tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor 

Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris 

Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). 

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun 

terlambat poin 0,5. 

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan  Manajemen Risiko Triwulanan yang 

terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah 

DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan 

Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk 

setiap triwulan).  

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan 

tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor 

Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris 

Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap 

triwulan)). 
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Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat 

poin 0,5 setiap triwulan. 

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang 

terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang 

dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen 

Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun 

berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali 

pelaksanaan. 

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan 

adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari 

(sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun 

sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah 

Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4. 

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko 

triwulanan  bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau 

hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja 

berikutnya. 

 

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko 

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan 

(Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan). 

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan 

pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-

105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 

100%. 

 

• Formula IKU 

Indeks Efektivitas 

Implementasi 

Manajemen Kinerja dan 

Manajemen Risiko 

= 

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja 

 + 

Indeks Implementasi Manajemen Risiko 
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• Realisasi IKU 

 
Kanwil DJP Jawa Barat III telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan 

Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Dari rangkaian kegiatan tersebut, dari 

target sebesar 90,00 diperoleh realisasi efektivitas Implementasi Manajemen 

Kinerja dan Manajemen Risiko sebesar 99.63 dengan capaian IKU sebesar 110.69. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks 

Efektivitas 

Implementasi 

Manajemen 

Kinerja dan 

Manajemen 

Risiko 

    99,63 
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3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks 

Efektivitas 

Implementasi 

Manajemen 

Kinerja dan 

Manajemen 

Risiko 

- - 90 99,63 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Indeks Efektivitas 

Implementasi 

Manajemen Kinerja 

dan Manajemen 

Risiko 

90 - 99,63 

 

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

a. Mengkompilasi serta memeriksa kelengkapan seluruh dokumen pendukung 

dari tiap bidang dan unit KPP terkait Pelaksanaan Program Budaya Kinerja, 

baik itu Imbauan terkait Manajemen Kinerja dan pelaksanaan DKO. 

b. Melaksanakan DKRO dan Imbauan Manajemen Kinerja secara tepat waktu 

berdasarkan ketentuan. 

c. Memastikan bahwa administrasi dan pelaporan Manajemen Risiko 

disampaikan tepat waktu. 

• Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah perhatian yang kurang dari pegawai terhadap 

pelaksanaan Manajemen Risiko dan Mitigasi Risiko. Penyebabnya karena 

Kurangnya pemahaman pegawai. 
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6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Melakukan sosialisasi budaya kinerja pegawai secara berkala dan memberi 

pemahaman kepada para pegawai agar sadar budaya kinerja dan risiko. 

 

 

 

 

 

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun 2024  

T/R Q1 Q2 S1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y 

Target 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Realisasi 100.00% 104.66% 104.66% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 

Capaian 100.00 104.66 104.66 120.00 120.00 120.00 120.00 

 

• Deskripsi Sasaran Strategis 

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan 

keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada 

akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik 

pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat 

memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan 

informasi yang dapat dipercaya. 

 

• Definisi IKU 

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola 

sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah 

dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. 

 

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 

dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). 

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari: 

a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran. dan 

b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. 

 

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan 

persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro 

Learning and Growth Perspective 

SS Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel 

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 
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Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 

tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya 

Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 

ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor 

Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan 

Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk 

dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan 

Kehumasan Perpajakan. 

 

• Formula IKU 
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• Realisasi IKU 

 
Komponen penilaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yaitu 

nilai IKPA dan nilai SMART dengan bobot masing-masing sebesar 50.00%. 

 

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun 

sebelumnya 

Nama IKU 

Realisasi 

Tahun 

2020 

Realisasi 

Tahun 

2021 

Realisasi 

Tahun 

2022 

Realisasi 

Tahun 

2023 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Indeks 

kinerja 

kualitas 

pelaksanaan 

anggaran 

   101,24 120 

 

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), 

Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan 

Realisasi IKU Tahun 2024 

Nama IKU 

Dokumen Perencanaan Kinerja 

Target Tahun 

2024 Renstra 

DJP 

Target Tahun 

2024 RPJMN 

Target Tahun 

2024 pada PK 

Realisasi 

Tahun 2024 

Indeks kinerja 

kualitas 

pelaksanaan 

anggaran 

100 - 100 120 

 

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional 

Nama IKU 
Target Tahun 

2024 

Standar Nasional 

(APBN) 

Realisasi Tahun 

2024 

Indeks kinerja 

kualitas 

pelaksanaan 

anggaran 

100 - 120 
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5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU 

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja: 

a. Optimalisasi DIPA dengan melakukan revisi. 

b. Melakukan Revisi Rencana Penarikan Dana pada awal Triwulan III. 

c. Koordinasi penyerapan anggaran dengan KPA dan PPK serta bidang-bidang. 

d. Menyusun perkiraan penyerapan bulanan dan Revisi Hal 3 DIPA (Rencana 

Penarikan Dana Bulanan) serta monitoring per bulan. 

• Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi adalah penyerapan anggaran yang tidak optimal. 

Penyebabnya karena kurangnya koordinasi antar bidang dan bagian mengenai 

perencanaan kegiatan yang terkait dengan kebutuhan anggaran 

 

6. Rencana aksi tahun selanjutnya 

Koordinasi setiap awal bulan terkait penyerapan anggaran dengan KPA dan PPK serta 

bidang-bidang. 

 

B. Realisasi Anggaran 

Berdasarkan data dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara (OM-SPAN) dengan laman http://spanint.kemenkeu.go.id per tanggal 31 

Desember 2024, realisasi penyerapan Kanwil DJP Jawa Barat III TA 2024 adalah sebesar 

Rp 17,753,558,828.00 atau 98.53% dari pagu anggaran sebesar Rp. 18,071,778,000.00. 

Pagu anggaran yang digunakan berasal dari pagu revisi terakhir yang telah dikurangi dari 

self-blocking pada perjalanan dinas sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-

1023/MK.02/2024 tanggal 07 November 2024. Penyerapan DIPA TA 2024 secara 

keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 4.02% dibanding penyerapan anggaran tahun 

2023. Kenaikan ini disebabkan salah satunya karena terdapat belanja modal berupa 

pembangunan rumah dinas 3 unit. Seluruh kegiatan pada Kanwil DJP Jawa Barat III dapat 

digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

• Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 1,063,980,000.00 atau 89.67% dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 1,186,530,000.00 

• Realisasi belanja barang sebesar Rp 15,340,342,783.00 atau 98.84% dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 15,521,162,000.00 

• Realisasi belanja pegawai sebesar Rp 1,349,236,045.00 atau 99.01% dari pagu 

anggaran sebesar Rp. 1,362,709,000.0. 

  

http://spanint.kemenkeu.go.id/
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Berikut realisasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dalam periode 

4 tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik berikut: 

 

Sumber: Aplikasi OMSPAN per tanggal 03 Januari 2025 

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), pada TA 2024 Kanwil DJP Jawa Barat III 

melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yang ditunjukkan pada tabel sebagaimana berikut: 

Kode Nama Kegiatan Pagu Akhir 2024 Realisasi 2024 % 

4791 
Ekstensifikasi 

Penerimaan Negara 
Rp        752,705,000.00  Rp    751,280,248.00  99.81 

4792 
Pelayanan, Komunikasi, 

dan Edukasi 
Rp        887,413,000.00  Rp    878,259,785.00  98.97 

4794 
Pengawasan dan 

Penegakan Hukum 
Rp     1,289,386,000.00  Rp 1,271,142,440.00  98.59 

6209 

Penanganan 

Keberatan/Banding/Guga

tan 

Rp        146,954,000.00  Rp     144,133,562.00  98.08 

6210 
Pengawasan dan 

Penegakan Hukum 
Rp     1,047,215,000.00  Rp 1,042,315,269.00  99.53 

4707 
Pengelolaan Keuangan, 

BMN, dan Umum 
Rp   12,363,489,000.00  Rp 2,332,417,551.00  99.75 

4708 
Pengelolaan Organisasi 

dan SDM 
Rp     1,530,616,000.00  Rp 1,334,009,973.00  87.16 

TOTAL Rp   18,017,778,000.00 Rp 17,753,558,828.00 98.53 

Sumber: Aplikasi OMSPAN per tanggal 03 Januari 2025 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, pagu anggaran terbesar terdapat pada 

kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum. Dari 7 kegiatan yang dilaksanakan 

langsung oleh Kanwil DJP Jawa Barat III, penyerapan belanja tertinggi adalah pada 

kegiatan Ekstensifikasi Penerimaan Negara (99,81%), sementara penyerapan belanja 

terendah adalah pada kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM (87.16%). 
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C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Barat III 

pada tahun 2024 yang dapat meliputi efisiensi pada bidang: 

1. Anggaran  

Seperti yang sudah dibahas pada bagian realisasi anggaran, berdasarkan data dari 

aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) 

dengan laman http://spanint.kemenkeu.go.id per tanggal 31 Desember 2024, 

realisasi penyerapan Kanwil DJP Jawa Barat III TA 2024 adalah sebesar Rp 

17,753,558,828.00 atau 98.53% dari pagu anggaran sebesar Rp. 18,071,778,000.00. 

Berikut realisasi penyerapan anggaran Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dalam 

periode 4 tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik berikut: 

 

Sumber: Aplikasi OMSPAN per tanggal 03 Januari 2025 

 

2. Sumber daya manusia  

Kanwil DJP Jawa Barat III terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas 

Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota. Adapun komposisi jumlah pegawai yang dimiliki 

pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 148 

pegawai dengan rincian: 

  

http://spanint.kemenkeu.go.id/
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• Berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Pria 96 

Wanita 52 

Total 148 

 

• Berdasarkan tingkat pendidikan 

Pendidikan Jumlah 

Tk. Pasca Sarjana (S3) 1 

Tk. Pasca Sarjana (S2) 43 

Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4) 54 

Tk. Akademi (D3) 23 

Tk. Akademi (D1) 24 

Tk. Pddk. Sekolah Menengah 
Umum (SMU)/ Sederajat 3 

Total 148 

 

• Berdasarkan jabatan 

Jabatan Jumlah 

Jabatan 
Administrasi  

Eselon II 1 

Eselon III 6 

Eselon IV 21 

Jabatan Fungsional 

Pemeriksa Pajak 13 

Penilai Pajak 6 

Penyuluh Pajak 3 

Penyidik 21 

Bagian Umum 

Kepegawaian Pelaksana 4 

Keuangan 
Bendaharawan 1 

Pelaksana 3 

Adlapki Pelaksana 4 

TURT 
Sekretaris 2 

Pelaksana 6 

Bidang Data dan 
Pengawasan 
Potensi Perpajakan 

Data dan Potensi Pelaksana 5 

Bimbingan 
Pengawasan 

Pelaksana 3 

Dukungan Teknis 
Komputer 

Pelaksana 2 

Bidang Keberatan 
dan 
Banding/Bidang 
Keberatan, 

Keberatan, Banding 
dan Pengurangan I 

Penelaah 
Keberatan 

5 

Pelaksana 1 

Keberatan, Banding 
dan Pengurangan II 

Penelaah 
Keberatan 

4 
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Jabatan Jumlah 

Banding, dan 
Pengurangan 

Pelaksana 1 

Keberatan, Banding 
dan Pengurangan III 

Penelaah 
Keberatan 

4 

Pelaksana 1 

Keberatan, Banding, 
dan Pengurangan IV 

Penelaah 
Keberatan 

5 

Pelaksana 1 

Bidang 
Pemeriksaan, 
Penagihan, 
Intelijen, dan 
Penyidikan 

Seksi Administrasi dan 
Bimbingan 
Pemeriksaan 

Pelaksana 3 

Seksi Bimbingan 
Penagihan 

Pelaksana 2 

Seksi Intelijen Pelaksana 3 

Seksi Administrasi 
Bukti Permulaan dan 
Penyidikan 

Pelaksana 3 

Bidang 
Pendaftaran, 
Ekstensifikasi, dan 
Penilaian 

Bimbingan Pendaftaran Pelaksana 2 

Bimbingan 
Ekstensifikasi 

Pelaksana 3 

Bimbingan Pendataan, 
Penilaian dan 
Pengenaan 

Pelaksana 2 

Bidang Penyuluhan, 
Pelayanan, dan 
Hubungan 
Masyarakat 

Seksi Bimbingan 
Pelayanan dan 
Konsultasi 

Pelaksana 3 

Seksi Kerjasama dan 
Hubungan Masyarakat 

Pelaksana 2 

Seksi Bimbingan 
Penyuluhan dan 
Pengelolaan Dokumen 

Pelaksana 2 

Total 148 

 

3. Organisasi 

Kanwil DJP Jawa Barat III memiliki Nilai Kineja Organisasi (NKO) yang cenderung naik 

dalam kurun waktu lima (5) tahun ke belakang kecuali NKO pada tahun 2023 yang 

turun beberapa poin. Namun pada tahun 2024,  Kanwil DJP Jawa Barat III  berupaya 

untuk memperbaiki NKO dari tahun sebelumnya. Terbukti dengan NKO tahun 2024 

yang telihat naik. 
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TAHUN NKO 

2020 97,99 

2021 106,48 

2022 110,55 

2023 107,46 

2024 109,76 

 

 

Dalam pencapaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024,  seluruh jajaran Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat III  berpegang pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta 

bahu-membahu sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan yang telah 

dicanangkan guna mencapai tujuan dan maksimalkan hasil akhir berupa NKO tesebut.  

 

4. Penggunaan/Pemanfaatan Asset,  

Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  anggaran  yang  ada  telah  dialokasikan 

dengan  baik  untuk  kebutuhan  sarana  dan  prasarana Kanwil DJP Jawarat III seperti  

jumlah  perangkat  komputer  yang  telah  memadai  bagi seluruh  pegawai  di Kanwil 

DJP Jawa Barat III. Kanwil DJP Jawa Barat III juga memiliki Barang Milik Negara (BMN) 

beruta laptop yang didistribusikan setiap seksi dan subbagian guna menunjang 

pekerjaan. Setiap BMN yang ada di kantor disalurkan atau digunakan sedemikian 

rupa agar dana yang digunakan dapat mencukupi satu tahun anggaran. Dalam 

pelaksanaannya, sebagian barang yang telah rusak berat dan umur barang sudah 

memasuki habis pakai, lalu diusulkan penghapusan  yang  selanjutnya  akan  dilelang  

dan  menjadi  Penerimaan  Negara Bukan Pajak. 
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5. Teknologi Informasi  

Penggunaan teknologi informasi di Kanwil DJP Jawa Barat III telah membantu para 

pegawai untuk mencapai IKU tahun 2024 yang telah ditetapkan. Seperti Penggunaan 

dashboard untuk seksi keberatan dan non keberatan, aplikasi task management, dan 

infografis pernerimaan dari Kanwil DJP Jawa Barat III. Penggunaan teknologi 

informasi ini menjadikan alat yang dipakai oleh pegawai sesuai dengan kebutuhannya 

masing – masing untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan. Namum selain untuk 

mencapai IKU ada juga penggunaan teknologi informasi untuk kebutuhan lain seperti 

pemberitahuan mengenai agenda kantor melalui whatsapp, penggunaan Microsoft 

Teams sebagai sarana untuk menyimpan dokumen secara elektronik, dan presensi 

secara daring melalui Teams.  

 

D. Kinerja Lain – Lain 

1. Penghargaan 

Berikut ini adalah daftar penghargaan yang diterima oleh Kanwil DJP Jawa Barat III 

selama tahun 2024. 

• Piagam Penghargaan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai Kantor Wilayah DJP 

dengan Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Tingkat Kantor Wilayah 

Terbaik Ketiga 

• Apresiasi dari Direktur P2 Humas DJP sebagai Kanwil Piloting Inklusi Kesadaran 

Pajak dalam Pendidikan pada Jenjang Dasar Menengah 

• Apresiasi dari Direktur P2 Humas DJP sebagai Kanwil Piloting MBKM Mandiri 

dengan Inklusi Kesadaran Pajak-Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) 

• Piagam Penghargaan dari Direktur P2 Humas DJP untuk capaian sebagai Unit 

Kerja dengan Tingkat Interaksi Wajib Pajak Tertinggi yang Menggunakan AI 

(Chatbot DJP - Fiska Fisko) 

• Apresiasi dari Direktur Jenderal Pajak sebagai Terbaik Ketiga Satuan Kerja 

dengan Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Tingkat Kantor Wilayah 

• Apresiasi dari Direktur Jenderal Pajak sebagai Tim Penyusun Laporan Direktorat 

Jenderal Pajak TA 2023 dengan capaian tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian 

• Penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai Duta Transformasi Terbaik Ketujuh 

Tingkat Kementerian Keuangan Tahun 2024 
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2. Inovasi 

Berikut ini adalah inovasi yang dimiliki Kanwil DJP Jawa Barat III selama tahun 2024. 

• Dashboard Monitoring Keberatan dan Non Keberatan  

Dashboard monitoring keberatan dan non keberatan merupakan alat yang 

digunakan untuk membantu dalam melakukan monitoring penyelesaian berkas 

permohonan keberatan dan non keberatan dalam rangka melakukan mitigasi 

risiko terhadap penyelesaian keberatan dan non keberatan Wajib Pajak. Selain itu, 

dashboard ini juga dapat digunakan dalam menyajikan data terkait penyelesaian 

permohonan Keberatan dan Non Keberatan secara cepat dan akurat sebagai 

bahan evaluasi pimpinan dalam mengambil keputusan/kebijakan.  

 

Berkat adanya inovasi dashboard ini, permohonan pasal 36 (1) a, b, c, d yang 

diselesaikan dalam kurun waktu 4 bulan atau kurang, pada tahun 2024 naik dari 

30,96% menjadi 45,90% atau terjadi peningkatan sebesar 14,95%, sedangkan 

permohonan pasal 36 (1) a, b, c, d yang diselesaikan dalam kurun waktu 5 bulan 

turun sebesar 12,90% dan kurun waktu 6 bulan turun sebesar 2,04%. Signifikansi 

peningkatan juga terjadi pada permohonan Keberatan yang diselesaikan pada 

tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yakni 85,39% dibandingkan 32,28% atau 

terjadi kenaikan sebesar 53,12%, sehingga permohonan yang diselesaikan dalam 

kurun waktu lebih dari 10 bulan pada bulan 2024 turun drastis dibandingkan 

tahun 2023 yaitu 49,86% menjadi 2,62% atau mengalami penurunan sebesar 

47,23%.  
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• Video Sahabat Teman Tuli  

Tujuan inovasi Video Sahabat Teman Tuli adalah untuk memberikan kemudahan 

bagi Wajib Pajak Kelompok Rentan/ Penyandang Disabilitas dalam memperoleh 

layanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat III. Inovasi ini terinspirasi dari Wajib Pajak Teman Tuli yang ingin 

berkonsultasi perpajakan ke KPP namun Petugas di KPP tidak dapat melayani, dan 

sebaliknya Petugas di KPP juga ingin melayani namun belum mengetahui 

prosedur pelayanan kepada Wajib Pajak Teman Tuli. 

 

• Aplikasi Task Management  

Tujuan inovasi Aplikasi Task Management adalah untuk memberikan kemudahan 

bagi pegawai dalam membuat, memantau, dan mengevaluasi rencana kerja di 

Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III. Aplikasi mudah diadaptasi karena 

berbasis web dan terintegrasi dengan Office-365 seluruh pegawai di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 
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• Infografis Penerimaan  

Inovasi Infografis Penerimaan Harian yang dilaksanakan di Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat III bertujuan agar pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa 

Barat III mendapatkan informasi terkait realisasi penerimaan beserta aspek 

terkait seperti SPMKP, pertumbuhan dan jumlah WP bayar sehingga timbul rasa 

kepedulian bahwa penerimaan adalah tanggung jawab bersama seluruh pegawai. 
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• Gebrak DSPPn  

Inovasi GEBRAK DSPPn atau (Gerakan 1 Bulanan Rutin Mengajukan). DSPPn 

bertujuan untuk memastikan adanya usulan penilaian untuk tujuan perpajakan 

minimal 1 objek pajak setiap bulan sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan 

fokus dalam penilaian objek pajak, sehingga proses penilaian lebih sistematis dan 

terstruktur. 
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E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

• Melaksanakan kegiatan In House Training mengenai peraturan-peraturan terbaru 

agar seluruh pegawai memiliki kompentensi perpajakan yang sama. 

• Menyelenggarakan sosialisasi atau bimbingan teknis terkait pengelolaan kinerja 

pegawai dan organisasi. 

• Melaksanakan program – program Internalisasi Corporate Value (ICV) yang sudah 

ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP. 

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi IKU secara berkala setiap bidang dan  

koordinasi dengan seluruh KPP yang berada pada wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Barat 

III untuk percepatan realisasi IKU. dan 

• Melaksanakan Morning Activity dan kegiatan MOTIVASI untuk memotivasi dan 

memperkuat sinergi antar pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III 

Evaluasi dapat dilakukan dengan Pemantauan Rencana Aksi merupakan bagian dari 

proses Manajemen Risiko yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi 

penanganan risiko, analisis status Indikator Risiko Utama (IRU) serta tren perubahan 

besaran/Level Risiko. Pemantauan Rencana Aksi dituangkan dalam Laporan Pemantauan 

Triwulanan dengan format sesuai dengan KMK-845/KMK.01/2016.  

 

Pada Tahun 2024, secara keseluruhan realisasi pelaksanaan rencana aksi telah mencapai 

target. Risiko-risiko di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III pun mulai mendekati angka 

residual harapan serta level resiko juga menurun. Dengan Nilai Kinerja Organisasi yang 

melebihi 100% dan Pelaksanaan Rencana Aksi Mitigasi yang mencapai target, dapat 

disimpulkan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dapat mengelola risiko dengan baik 

sehingga risiko untuk menjadi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dalam mencapai Sasaran 

Organisasi. 
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BAB IV  

Penutup 

 

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada awal tahun 

anggaran 2024, dan disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tuntutan reformasi di era 

keterbukaan yaitu menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance).  

Sasaran atau target yang dibebankan kepada Kanwil DJP Jawa Barat III tidak lepas dari misi Fiskal 

Direktorat Jenderal Pajak yaitu untuk menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan 

menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan 

negara demi kemakmuran rakyat. Untuk tahun 2024 Kanwil DJP Jawa Barat III berhasil mencapai 

target penerimaan sebesar 100,35%. 

Dalam rangka untuk menjamin terlaksananya visi dan misi yang telah dicanangkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak, seluruh pegawai yang berada di bawah unit kerja Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat III telah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin untuk turut menyukseskan 

program dan kegiatan demi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan yaitu tercapainya target 

penerimaan pajak tahun 2025.  

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta untuk mengantisipasi kondisi tahun 

yang akan datang, kiranya perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Mengoptimalkan fungsi Komite Kepatuhan untuk optimalisasi penerimaan pajak pada tahun 

2025 dan menjawab tantangan dalam Pengamanan Penerimaan Pajak.  

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kompetensi yang terkait 

dengan penggalian potensi perpajakan, sehingga mampu menunjang kinerja pegawai dalam 

mencapai penerimaan Negara melalu media e-learning. 

3. Melaksanakan penyuluhan aktif, satu arah, dua arah, maupun melalui pihak ketiga sesuai 

rencana kerja penyuluhan 

4. Melakukan penyusunan dan review penetapan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan 

Penerimaan Pajak  2025 
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Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara 

transparan kepada semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJP Jawa Barat 

III serta dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja pada periode 

tahun-tahun berikutnya dan tentunya untuk mengamankan penerimaan Negara. Kami percaya 

bahwa dengan kerja sama yang solid dan semangat yang tinggi, Kanwil DJP Jawa Barat III akan 

terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
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LAMPIRAN 

 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

2. Laporan Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 



 

  
  

 

PERJANJIAN KINERJA 
NOMOR: PK-35/PJ/2024 

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
JAWA BARAT III 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

TAHUN 2024 
 

 

Peta Strategi 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Visi : 
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan 

Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi 
Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang 

Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan". 



 

  
  

PERJANJIAN KINERJA 
TAHUN 2024 

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
JAWA BARAT III 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

 

No. Sasaran 
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 

1 
Penerimaan negara dari 
sektor pajak yang 
optimal 

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100% 

01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak 
bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 

100 

2 
Kepatuhan tahun 
berjalan yang tinggi 

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 

100% 

02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan 
Orang Pribadi 

100% 

3 
Kepatuhan tahun 
sebelumnya yang tinggi 

03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 

100% 

4 
Edukasi, pelayanan, dan 
kehumasan yang efektif 

04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar 
atas kegiatan edukasi dan penyuluhan 

74% 

04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas 
penyuluhan dan kehumasan 

100% 

5 
Pengawasan 
pembayaran masa yang 
efektif 

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 

6 
Pengujian kepatuhan 
material yang efektif 

06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan 
atas data dan/atau keterangan 

100% 

06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib 
Pajak Kanwil DJP tepat waktu 

100% 

7 
Penegakan hukum Yang 
efektif 

07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 100% 

07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, 
dan kolaborasi 

90% 

8 
Penanganan upaya 
hukum yang efektif 

08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-
keberatan tepat waktu 

86.5% 

08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif 63% 



 

  
  

No. Sasaran 
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target 

9 
Data dan informasi yang 
berkualitas 

09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) 
data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan 

100% 

09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55% 

10 
Pengelolaan Organisasi 
dan SDM yang adaptif 

10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM 90 

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 100 

10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja 
dan manajemen risiko 

90 

11 
Pengelolaan keuangan 
yang akuntabel 

11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 100 

 
 

 Program/ Kegiatan Tahun 2024 Anggaran 

A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp 3,382,211,000 

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara Rp 637,705,000 

2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp 747,225,000 

3. 

4. 

5. 

Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan 

Pengawasan dan Penegakan Hukum 

Rp 

Rp 

Rp 

1,042,023,000 

126,954,000 

828,304,000 

 

    

B. Program Dukungan Manajemen Rp 13,368,902,000 

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp 11,733,918,000 

2. Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp 1,634,984,000 

 Total Rp 16,751,113,000 
 
 

 

 
Direktur Jenderal Pajak, 

 

Bogor, 31 Januari 2024 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Barat III, 

 
Ttd1 

 

 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Suryo Utomo 

 

Ttd1 
 

 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Romadhaniah 



 

 
 

  

RINCIAN TARGET KINERJA 
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  

JAWA BARAT III 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024 

 
 
 

Kode 
SS/IKU SS dan IKU 

Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal 

01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 24% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

01b-N 
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 
pajak bruto dan deviasi proyeksi 
perencanaan kas 

100 100 100 100 100 100 100 

2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi 

02a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa 
(PPM) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

02b-CP 
Persentase capaian tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 
Pajak Badan dan Orang Pribadi 

60% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 

3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi 

03a-CP 
Persentase realisasi penerimaan pajak dari 
kegiatan Pengujian Kepatuhan Material 
(PKM) 

25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

4 Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif 

04a-CP 
Persentase perubahan perilaku lapor dan 
bayar atas kegiatan edukasi dan 
penyuluhan 

10% 40% 40% 60% 60% 74% 74% 

04b-N 
Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, 
dan kehumasan 

5% 5% 10% 5% 15% 85% 100% 

5 Pengawasan pembayaran masa yang efektif 



 

 
 

  

Kode 
SS/IKU SS dan IKU 

Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

6 Pengujian kepatuhan material yang efektif 

06a-CP 
Persentase penyelesaian permintaan 
penjelasan atas data dan/atau keterangan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

06b-N 
Efektivitas pengelolaan Komite 
Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat 
waktu 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7 Penegakan hukum yang efektif 

07a-CP 
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 
penilaian 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

07b-CP 
Tingkat efektivitas penegakan hukum, 
penagihan, dan kolaborasi 

20% 40% 40% 60% 60% 90% 90% 

8 Penanganan upaya hukum yang efektif 

08a-CP 
Persentase penyelesaian keberatan dan 
non-keberatan tepat waktu 

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5% 

08b-N 
Persentase penanganan upaya hukum 
yang efektif 

63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 

9 Data dan informasi yang berkualitas 

09a-N 
Persentase produksi Laporan Hasil 
Analisis (LHA) data perpajakan dan 
penyediaan data potensi perpajakan 

20% 50% 50% 80% 80% 100% 100% 

09b-N 
Persentase penghimpunan data regional 
dari ILAP 

10% 25% 25% 40% 40% 55% 55% 

10 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif 

10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM 15 45 45 75 75 90 90 

10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit - - - - - 100 100 

10c-N 
Indeks efektivitas implementasi 
manajemen kinerja dan manajemen risiko 

23 47 47 70 70 90 90 

11 Pengelolaan keuangan yang akuntabel 



 

 
 

  

Kode 
SS/IKU SS dan IKU 

Target 

Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y 

11a-CP 
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan 
anggaran 

100 100 100 100 100 100 100 

 
Bogor, 31 Januari 2024 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Jawa Barat III, 

 
 

          Ttd1 
 

Ditandatangani Secara Elektronik 
Romadhaniah 



 

 
 

  

INISIATIF STRATEGIS 
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT III 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
KEMENTERIAN KEUANGAN 

TAHUN 2024 
 

No IKU 
Inisiatif 
Strategis 

Output/ 
Outcome 

Trajectory Periode 
Pelaksanaan 

Penanggung 
Jawab 

Biaya 
(Rp) Kegiatan Output 

1. Persentase 
penyelesaian 
permintaan 
penjelasan atas data 
dan/atau 
keterangan 

Peningkatan 
produksi dan 
analisis data 
untuk 
menunjang 
penerbitan 
SP2DK dan 
LHP2DK yang 
berkualitas 

SP2DK dan 
LHP2DK 
Bekualitas 

Q1: Melakukan 
Monitoring dan Evaluasi 
atas penerbitan SP2DK 
dan LHP2DK atas 
periode tahun 
sebelumnya 

Q2-Q4: Memproduksi 
Laporan Hasil Analisis 
(LHA) dan 
mendistribusikan LHA 
ke KPP, melakukan 
pengawasan dan evaluasi 

Q1: Data dan Laporan Hasil 
Evaluasi 

 

 

Q2-Q4: Data, LHA, dan 
Laporan Evaluasi 

Januari s.d 
Maret 2024 

 
 
 
 

April s.d 
Desember 

2024 

Bidang PEP - 

2. Persentase 
penyelesaian 
permintaan 
penjelasan atas data 
dan/atau 
keterangan 

Validasi DSP4 
Adjustment 
Kanwil untuk 
Jenis Daftar 
Sasaran 
Prioritas DPP 

DPP yang 
Berkualitas 

Q1:  
- Pembentukan Tim 

Komite Kepatuhan 
Wajib Pajak Kanwil 

- Validasi DSP4 
Adjustment Kanwil 

Q1: 
- KEP Tim Komite 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Kanwil 

- Data Validasi DSP4 
Adjustment Kanwil untuk 

Januari sd 
Desember 

2024 

Bidang DP3 - 


